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Abstrak

Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu serius yang
dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan akademik, termasuk di Universitas
Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh. Meskipun telah diterapkan berbagai
kebijakan untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual, tingkat
pemahaman serta kesadaran mahasiswa terhadap isu ini masih tergolong rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Pusat Studi Gender dan Anak
(PSGA) UIN Ar-Raniry dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai
pelecehan seksual di lingkungan kampus. Metodologi yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa dan pihak
terkait di PSGA, serta observasi terhadap program dan/kegiatan edukatif yang
dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: PSGA memiliki peran
strategis dalam penguatan kebijakan-institustonal, edukasi, dan sosialisasi melalui
kolaborasi dengan Satgas PPKS dan Unit Layanan Terpadu (ULT). Upaya ini
diwujudkan melalui seminar, kampanye, pelatihan; serta pengintegrasian isu
gender dalam pembelajaran. Namun, tantangan utama masih terletak pada
kurangnya implementasi dan. sosialisasi< kebijakan. Pemahaman mahasiswa
terhadap isu ini masih rendah akibat minimnya informasi, keterbatasan sumber
daya, serta rendahnya keterlibatan civitas akademika. Faktor struktural, sosial, dan
personal seperti lemahnya dukungan pimpinan; budaya patriarki, dan rasa takut
melapor. turut memengaruhi efektivitas upaya pencegahan. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan sosialisasi, pendidikan Kkarakter, serta penyediaan sarana
pelaporan yang aman dan mudah diakses untuk menciptakan kampus yang benar-
benar bebas dari pelecehan seksual.

Kata kunci: Pelecehan seksual, kesadaran mahasiswa, kebijakan PSGA,
pendidikan tinggi, pencegahan.
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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual“di perguruan tinggi merupakan problematika serius
yang berlawanan’ dengan fungsi kampus sebagai ruang pendidikan dan
pengembangan karakter. Perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam (PTKI), seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi
nilai moral, etika, dan agama. Namun, kenyataannya banyak perguruan tinggi
masih belum memiliki kesiapan penuh dalam menindaklanjuti kasus pelecehan
seksual, baik dari sisi regulasi maupun implementasi®.

Kasus kekerasan seksual masih menjadi ‘persoalan serius di Indonesia,
termasuk di Aceh. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan melalui kolaborasi
UIN Ar-Raniry dan Flower Aceh pada Januari 2024, disampaikan bahwa dalam
enam bulan terakhir telah tercatat.sebanyak 575 kasus kekerasan seksual secara
nasional, dengan anak-anak hingga remaja menjadi kelompok korban yang
banyak: terdampak. Kondisi_tersebut menunjukkan "bahwa kekerasan seksual
masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan“upaya pencegahan
secara berkelanjutan, termasuk dilingkungan pendidikan tinggi.? Selain data
kekerasan seksual secara umum,persoalan tersebut juga ditemukan dalam

lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan

1 Komnas Perempuan 2025

2 Nurhayati, N., & Rahmawati, F. Pengaruh program sosialisasi kampus terhadap
kesadaran mahasiswa dalam menghadapi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jurnal
Pendidikan dan Sosial, (2020). 12(1), him. 45-58.



informasi awal yang diperoleh melalui wawancara dengan informan oleh ketua
PSGA yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kasus di UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, terdapat lima kasus yang tercatat pada periode 2024-2025. Kasus
tersebut meliputi persoalan yang® berkaitan dengan relasi seksual sesama
perempuan, percobaan aborsi, hubungan pacaran yang. bermasalah, dugaan
pelanggaran.yang melibatkan dosen dan.mahasiswa yang dilaporkan oleh pihak
ketiga, serta penyebaran video asusila melalui media sosial. Temuan awal tersebut
menunjukkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan perilaku seksual dan
kekerasan berbasis seksual juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian
dalam lingkungan perguruan tinggi.®

Dalam konteks politik, isu kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak bisa
dilepaskan dari dinamika kebijakan publik dan hubungan antara negara, lembaga
pendidikan, serta masyarakat. UIN Ar-Raniry -sebagai Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam memiliki posisi yang unik karena tidak hanya berfungsi sebagai
institusi akademik, tetapi juga sebagai bagian dari yang mendorong penerapan
nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial..Menurut teori institusionalisme, lembaga
pendidikan tinggi berperan sebagai agen sosialisasi nilai dan norma, sehingga
kebijakan UIN -Ar-Raniry terhadapisu-kekerasan seksual akan memengaruhi
persepsi serta perilaku mahasiswa dalam jangka panjang. Alasan pentingnya peran
UIN Ar-Raniry adalah karena kampus ini tidak hanya mendidik generasi muda
Aceh secara akademik, tetapi juga membentuk identitas moral dan sosial

masyarakat. Dengan demikian, peran UIN bukan sekadar melakukan upaya teknis

3 Hasil Wawancara dengan ketua PSGA UIN Ar-raniry Banda Aceh (22 september 2025)



penanganan kasus, tetapi lebih jauh menjadi rujukan moral, intelektual, dan
politik dalam membangun kesadaran Kkolektif bahwa pelecehan seksual
merupakan pelanggaran serius terhadap nilai agama, etika, hukum, dan hak asasi
manusia.

Di lingkungan kampus, UIN Ar-Raniry melalui Pusat Studi Gender dan
Anak (PSGA). telah merumuskan berbagali kebijakan dan program, seperti
pembentukan tim khusus penanganan kasus, penyediaan layanan konseling, serta
kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan seksual. Namun, efektivitas
kebijakan dan program tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih banyak
mahasiswa yang belum memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual maupun
prosedur pelaporan yang tersedia. Kondisi ini membuat sebagian korban memilih
untuk diam, sehingga banyak kasus._tidak terungkap.* Hal tersebut menegaskan
perlunya peran PSGA yang lebih kuat dalam memperluas sosialisasi,
meningkatkan edukasi yang komprehensif, serta mendorong pengintegrasian isu
pelecehan seksual ke dalam kurikulum agar mahasiswa memperoleh pemahaman
yang utuh dari perspektif agama,-sosial,.psikologi, dan hukum.

UIN Ar-Raniry melalui PSGA memiliki posisi strategis sebagai Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam- yang memegang tanggung jawab-moral dan akademik
untuk menegakkan nilai-nilai Islam sebagal pedoman etika sekaligus membangun
budaya kampus yang sehat. Peran ini diwujudkan melalui kebijakan yang jelas,

program sosialisasi berkelanjutan, serta kurikulum yang responsif terhadap isu

4 penelitian Dilya Wulandari (2024) di Repository UIN Ar-Raniry yang melakukan
penelitian mengenai strategi pencegahan pelecehan seksual di kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry



kekerasan seksual. Dalam konteks ini, peningkatan kesadaran mahasiswa tidak
hanya didasarkan pada nilai-nilai keislaman, tetapi juga melalui pendekatan
ilmiah yang mendorong pemikiran Kritis dan analitis terhadap isu sosial, termasuk
sosiologi, psikologi, dan hukum..Integrasi ‘kajian kekerasan seksual ke dalam
kurikulum menjadi langkah penting agar mahasiswa memiliki pemahaman yang
komprehensif..mengenai penyebab, dampak, serta strategi pencegahan yang
efektif, sehingga tercipta lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas
dari kekerasan seksual.

Dalam menangani masalah pelecehan seksual di kampus, kebijakan yang
diterapkan oleh universitas memegang peranan yang sangat penting. Dengan
memiliki kebijakan yang jelas dan terorganisir, universitas dapat menciptakan
suasana yang aman dan mendukung bagi para mahasiswa: Namun, masalah dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut harus diatasi agar tujuan untuk meningkatkan
pemahaman mahasiswa mengenai isu ini dapat tercapai.® Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi kebijakan
universitas dalam meningkatkan.kesadaran mahasiswa terkait pelecehan seksual,
serta menawarkan saran yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan yang
lebih efektif di masa mendatang:

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu pelecehan seksual di perguruan
tinggi, termasuk di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, merupakan

persoalan serius yang harus segera ditangani. Perguruan tinggi memiliki tanggung

5> Dewi, H. R. Kesadaran hukum mahasiswa terhadap pelecehan seksual dan kebijakan
universitas. Jurnal Hukum Pendidikan, (2022). 11(2), him. 21-34.



jawab besar dalam membentuk generasi intelektual yang berkarakter dan
berintegritas, sehingga penanganan isu ini tidak boleh didasarkan pada
kepentingan politik semata, melainkan pada pertimbangan ilmiah, nilai
kemanusiaan, dan prinsip keadilan:"Berdasarkan latar belakang serta fenomena
yang telah diuraikan; peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
dalam  Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan

Seksual.”

1.2  Batasan Masalah
Penelitian ini mempunyai batasan permasalahan yaitu membahas
mengenai peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda

Aceh dalam meningkatkan kesadaran'mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual.

1.3  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pusat-Studi-Gender:dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry
dalam meningkatkan kesadaran. mahasiswa terhadap isu pelecehan
seksual?

2. Apa saja faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mahasiswa terhadap

isu pelecehan seksual di UIN Ar-Raniry?

1.4 Hipotesis Penelitian
Adapun berdasarkan latar belakang dan rumussan masalah maka dapat

dikertahui bahwa hipotesis penelitian ini adalah terdaapat adanya peran Pusat



Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, dalam

meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual.

1.5 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-
Raniry; Banda Aceh, dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap
isu pelecehan seksual.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran
mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual di Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, Banda Aceh.

14  Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka pada penelitian
ini diharapkan manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara akademis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, yaitu untuk
mengembangkan kemampuan :berpikir. dan. mengasah kemampuan dalam
membuat karya ilmiah untuk selanjutnya dapat menyelesaikan pendidikan
Strata satu (S-1) Prodi llmu Politik Fakultas llmu Sosial dan IImu
Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis:

a. Dapat meningkatkan kesadaran Mahasiswa terhadap isu pelecehan
seksual, menjadikan mereka lebih sensitif dan responsif terhadap

situasi berbahaya.



. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk mengembangkan atau
meningkatkan kebijakan univeirsitas untuk mencegah dan mengatasi
pelecehan seksual, sehingga menciptakan lingkungan kampus yang

lebih aman.
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KAJIAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan-dasar yang berisikan teori-
teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan
terdahulu dapat dijadikan sebagai teori pendukung dan sebagaipembanding dalam
suatu penelitian. Dalam penelitian ini temuan terdahulu baik dalam bentuk skripsi,
tesis jurnal, maupun artikel terkait yang berhubungan dengan peran Universitas
Ar-Raniry dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan
seksual dibutuhkan untuk menjadi acuan dan teori-teori yang mendukung
penelitian.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual di
lingkungan perguruan tinggi, dapat diketahui bahwa kekerasan seksual masih
menjadipermasalahan yang perlu. mendapatkan perhatian serius. Lingkungan
akademik seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung bagi
seluruh civitas akademika. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai
bentuk kekerasan, termasuk kekerasan‘berbasis orientasi seksual dan gender, yang
menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan
mengalami kerugian.

Penelitian Muhammad Diva Lajuna Putra yang berjudul “Unit Layanan
Terpadu Sebagai Pelaksanaan Pencegahan penanganan kekerasan Seksual di

Lingkungan Perguruan Tinggi termasuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh Ditinjau



Menurut Siyasah Dusturiyah™ menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual juga
ditemukan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
membentuk Satuan Tugas Unit layanan Terpadu. Pembentukan unit tersebut
diharapkan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan
penanganan-kasus 'kekerasan seksual sehingga korban memperoleh perlindungan
dan keahlian.

Selanjutnya penelitian Muhammad Rahjay Pelengkahau (2022) dengan
judul “Upaya Pengentasan Kekerasan Seksual Berbasis Mahasiswa diLingkungan
Kampus Melalui Girls Up Community” menunjukkan bahwa diperlukan upaya
yang lebih tegas dari pihak kampus dalam menyikapi dan menangani kekerasan
seksual. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran mahasiswa melalui edukasi mengenai kekerasan seksual sebagai bentuk
pencegahan. Penanganan juga perlu dilakukan dengan berpihak kepada korban
serta menumbuhkan moral dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman
dari ‘kekerasan seksual. Penelitian- tersebut juga menekankan pentingnya peran
komunitas berbasis mahasiswa dalam membangun kesadaran untuk berani
membahas, mengawal, dan memberikan ruang diskusi-mengenai isu kekerasan
seksual. Salah satu komunitas yang berperan adalah Girls Up Community yang
bergerak dalam isu kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, pendidikan,
pernikahan anak, kemiskinan, dan diskriminasi sosial.

Penelitian Usfiyatul Marfu’ah dan Siti Rofi’ah Maksun (2021) dengan

judul “Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus”
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menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan setelah
terjadinya kasus, tetapi juga harus disertai dengan langkah-langkah preventif atau
pencegahan. Pada tingkat perguruan tinggi, salah satu upaya yang dapat dilakukan
adalah membangun Unit Layanan/Pengaduan yang berfungsi sebagai tempat
penerimaan laporan’ sekaligus rujukan bagi korban.Selain itu, diperlukan
kerjasama _antara ' berbagai fakultas atau unit dilingkungan_kampus untuk
mendukung penanganan kasus, termasuk penyediaan mekanisme hukum dan
laboratorium hukum apabila diperlukan. Perguruan tinggi juga dapat membentuk
mekanisme seperti Laboratorium Gelar Perkara untuk mengakomodasi proses
penanganan perkara sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
Disamping itu, tindakan terhadap pelaku dapat dilakukan berdasarkan peraturan
yang terdapat dalam kade etik kampus; dengan pemberian sanksi sesuai keputusan
dewan etik kampus.

Sementara itu menelitian  Nurul Izzati (2021) yang berjudul
“Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan di
Perguruan Tinggi” menunjukkan hahwa:penanganan kekerasan seksual terhadap
perempuan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui lembaga yang memberikan
pendampingan kepada korban, salah satunya Komnas Perempuan. Korban dapat
melakukan pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor Komnas
Perempuan maupun melalui berbagai media, seperti surat elektronik danmedia
sosial. Setelah laporan diterima, penangannan dilakukan sesuai dengan jenis
kekerasan seksual ysng dialami koraban, termasuk dengan merujuk korban kepada

mitra pengada layanan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan.
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Selanjutnya, Komnas Perempuan dapat melakukan upaya advokasi terhadap
perguruan tinggi melalui penyikapan, seperti mengeluarkan surat rujukan terhadap
korban, surat klarifikasi, maupun surat rekomdasi.
Kesimpulan dari Penelitian Terdahulu

Berdasarkan<" kelima penelitian tersebut,dapat “disimpulkan bahwa
pencegahanwdan' penanganan Kekerasan seksual di perghuruan tinggi
membutuhkan sistem yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak.
Upaya yang diperlukan tidak hanya berupa penanganan ketika kasus telah terjad,
tetapi juga mencakup pencegahan melalui edukasi, peningkakan kesadaran
mahasiswa, pembentukan unit layanan atau satuan tugas, penyedian mekasnisme
pengenduan,pemberian sanksi kepada pelaku, serta kerja sama antara pihak
kampus dengan lembaga terkait. Dengan-adanya sistem yang jelas dan berpihak
pada korban, perguruan tinggi diharapkan mampu mnciptakan lingkungan
akademik yang aman, nyaman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.
2.2  Landasan Teori
2.2.1 Teori Feminist Institusionalism

Feminist Institutionalism atau Institusionalisme “Feminist merupakan
pendekatan teoritis yang berkembang dari pertemuan-antara perspektif feminisme
dan pendekatan new institutionalism. Pendekatan ini digunakan untuk memahami
bagaimana institusi politik, sosial, dan pemerintahan tidak bersifat netral terhadap
gender, melainkan dapat dibentuk, dipertahankan, dan dijalankan melalui norma,
aturan, praktik, serta relasi kekuasaan yang memiliki dimensi gender. Dengan

demikian, Feminist Institutionalism tidak hanya melihat keberadaan perempuan di
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dalam institusi, tetapi juga menganalisis bagaimana struktur dan mekanisme
institusi dapat menghasilkan, mempertahankan, atau mengubah ketidaksetaraan
gender.®

Mackay, Kenny, dan Chappell menjelaskan bahwa new
institutionalism memberikan perhatian terhadap institusi sebagai faktor penting
dalam menjelaskan dinamika politik. “Institusi tidak hanya terdiri atas aturan
formal, tetapi juga mencakup norma, praktik, dan pola perilaku yang
memengaruhi tindakan para aktor. Melalui perspektif feminis, analisis tersebut
kemudian diperluas dengan melihat bagaimana aturan dan praktik institusional
memiliki dimensi gender serta bagaimana relasi kekuasaan antara laki-laki dan
perempuan dibentuk dan dipertahankan di dalam institusi.

Feminist . Institutionalism dengan. demikian dapat dipahami sebagali
pendekatan yang memberikan perspektif gender terhadap institusi. Pendekatan ini
mempertanyakan asumsi bahwa institusi merupakan arena yang netral. Institusi
dapat memiliki aturan yang secara eksplisit maupun implisit memberikan
keuntungan kepada kelompok teftentu dan_menciptakan hambatan bagi kelompok
lainnya. Oleh karena itu, keberadaan perempuan dalam suatu institusi belum tentu
secara otomatis menghasilkan kesetaraan apabila-aturan,-noerma, budaya, dan
mekanisme kekuasaan yang ada masih mempertahankan pola yang bias gender.

Menurut Mackay, Kenny, dan Chappell, perkembangan Feminist

Institutionalism  berangkat  dari  kritik  terhadap  kecenderungan new

6 Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. New Institutionalism Through a Gender Lens: Towards a
Feminist Institutionalism? International Political Science Review, (2010). 31(5), him. 573-588
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institutionalism yang kurang memperhatikan gender. Penerapan perspektif gender
memungkinkan peneliti melihat aspek-aspek institusional yang sebelumnya

dianggap netral, termasuk norma, aturan, praktik, proses perubahan institusi, serta

relasi kekuasaan.

llllllllllllllll

AR-RANIRY
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2.2 Perkembangan Feminist Institutionalism

Feminis Institutionalise berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan
pendekatan institusionalisme dalam menjelaskan persoalan gender. New
institutionalism sendiri memberikan perhatian. besar terhadap institusi sebagai
variabel penting dalam memahami perilaku politik dan»proses pengambilan
keputusan. Namun, menurut Mackay, Kenny, dan Chappell, analisis institusional
pada awalnya masih cenderung mengabaikan bagaimana gender berperan dalam
membentuk institusi dan bagaimana institusi menghasilkan konsekuensi yang
berbeda bagi laki-laki dan perempuan. ’

Perkembangan Feminis Institutionalise kemudian mempertemukan dua
tradisi  keilmuan, yaitu feminis dan institusionalisme. Feminis memberikan
perhatian terhadap persoalan gender, ketimpangan Kekuasaan, serta posisi
perempuan dalam masyarakat, sedangkan institusionalisme memberikan kerangka
untuk memahami bagaimana aturan, norma, struktur, dan praktik institusional

memengaruhi perilaku aktor.

7 Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. New Institutionalism Through a Gender Lens:
Towards a Feminist Institutionalism? International Political Science Review, (2010). 31(5), him.
573-588
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Mackay dan kolega menekankan bahwa hubungan antara feminisme dan
institusionalisme bukan sekadar menambahkan variabel perempuan ke dalam

penelitian institusi. Lebih dari itu, perspektif feminis digunakan untuk

mempertanyakan bagaimana i ndiri dibentuk oleh relasi gender.

harena yang memiliki

Dengan perspektif te

I R x R n I
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AR-RANIRY
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2.3.1 Institusi Formal

Institusi formal merujuk pada aturan yang secara resmi ditetapkan dan
memiliki bentuk yang relatif jelas, Dalam perspektif Feminis Institutionalise,
aturan formal perlu dianalisis dengan mempertanyakan apakah aturan tersebut
memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Suatu aturan
dapat terlihatwnetral secara formal, tetapi penerapannya dapat. menghasilkan
dampak yang berbeda berdasarkan gender.®

Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat memiliki aturan yang menyatakan
bahwa seluruh individu memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki suatu
posisi. Namun, apabila proses seleksi masih dipengaruhi oleh jaringan informal
yang didominasi laki-laki, kesempatan formal tersebut belum tentu menghasilkan
kesetaraan dalam praktik.
2.3.2 Institusi Informal

Institusi informal merupakan norma, nilai, kebiasaan, praktik, dan pola
hubungan yang tidak selalu tertulis tetapi memengaruhi perilaku aktor dalam
institusi. Institusi informal menjadi-aspek:penting dalam Feminist Institutionalism
karena ketidaksetaraan gender sering kali tidak hanya muneul dari aturan formal,
tetapi juga dari kebiasaan dan budaya yang telah-berlangsung dalam jangka
panjang. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin,

perempuan lebih cocok mengurus pekerjaan domestik, atau perempuan dianggap

8 Kenny, M. A Feminist Institutionalist Approach. Politics & Gender, (2014). 10(4), him.
679-684.
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kurang tegas dalam mengambil keputusan dapat menjadi norma informal yang
memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Oleh sebab itu, analisis Feminist Institutionalism tidak cukup hanya
melihat dokumen resmi. Penelitijuga perlu melihat praktik sehari-hari, budaya
organisasi, pola interaksi, norma sosial, serta jaringan kekuasaan yang

berlangsung.di-dalam institusi.

Gendered Institutions

Salah satu konsep penting dalam  Feminist Institutionalism
adalah gendered institutions, yaitu institusi yang di dalam struktur, aturan, norma,
praktik, dan prosesnya terdapat konstruksi atau relasi gender. Perspektif ini
menunjukkan bahwa institusi tidak berada di luar hubungan gender. Sebaliknya,
gender dapat menjadi bagian dari cara Institusi bekerja..Dengan demikian, suatu
institusi yang tampak objektif dan netral dapat menghasilkan pengalaman dan
peluang yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan:

Mackay, Kenny, dan Chappell menjelaskan bahwa analisis dengan
perspektif gender dapat memperlihatkan bagaimana norma, aturan, dan praktik
institusional memiliki konsekuensi , yang . berbeda serta bagaimana relasi
kekuasaan berbasis gender dapat diperkuat atau dilemahkan Konsep gendered
institutions penting karena memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan

mengenai mengapa ketidaksetaraan gender dapat bertahan di dalam institusi,
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bahkan ketika secara formal institusi tersebut telah menerapkan prinsip

kesetaraan.®

2.5 Relasi Kekuasaan dalam Feminist Institutionalism
Feminis Institutionalism.menempatkan kekuasaan sebagai salah satu unsur
penting dalam analisis institusi. Institusi tidak hanya menjadi tempat
berlangsungnya proses politik atau pengambilan keputusan, tetapisjuga menjadi
arena perebutan dan distribusi kekuasaan. Relasi kekuasaan dapat terlihat dalam
siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, siapa yang
menentukan agenda, siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, serta siapa
yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan aturan yang sudah ada. Dalam
konteks gender, relasi kekuasaan dapat menyebabkan kelompok tertentu memiliki
posisi yang lebih dominan dibandingkan kelompok lainnya. Ketika suatu institusi
secara historis lebih banyak didominasi laki-laki, norma dan praktik yang
berkembang di dalam institusi tersebut dapat mencerminkan pengalaman serta
kepentingan kelompok yang dominan.
Feminist Institutionalism: | .kemudian ». mempertanyakan bagaimana
kekuasaan tersebut dipertahankan dan bagaimana aktor yang berada dalam posisi

kurang dominan dapat melakukan perubahan. Oleh karena itu, pendekatan ini

9 Acker, J. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender & Society,
(1990). 4(2), him. 139-158.
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tidak hanya menjelaskan reproduksi ketidaksetaraan, tetapi juga memberikan

perhatian terhadap perubahan institusional.

2.6 Aktor dan Struktur dalam Feminist Institutionalism

Feminist Institutionalism tidak-hanya memandang individu sebagai pihak yang
dibatasi oleh institusi. Aktor juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi,
menegosiasikan;mempertahankan, ataupun mengubah institusi.-Mackay, Kenny,
dan Chappell menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara aktor dan
institusi. Di satu sisi, institusi membentuk perilaku aktor melalui aturan, norma,
dan kebijakan. Di sisi lain, aktor dapat mempertahankan atau mendorong
perubahan terhadap institusi tersebut.

Bagaimana perubahan gender dapat terjadi sehingga perempuan atau aktor
yang memiliki perspektif kesetaraan-gender.dalam suatu/institusi dapat membuka
peluang munculnya perubahan. Namun, keberadaan aktor perempuan saja belum
tentu cukup apabila struktur .institusi masih ~mempertahankan norma. dan
mekanisme yang membatasi.*’

2.7 Perubahan Institusional«dalam Perspektif Feminist Institutionalism
Perubahan institusional merupakan , aspek, penting dalam Feminist
Institutionalism. Institusi tidak selalu' bersifat tetap, tetapi dapat mengalami
perubahan sebagai akibat dari interaksi antara aturan, aktor, kepentingan, norma,
dan tekanan sosial. Dalam perspektif feminist, perubahan institusional dapat

terjadi ketika aktor berupaya mengubah aturan atau praktik yang menghasilkan

“Mackay, F., Waylen, G., & Monro, S.The Feminist Potential of Sociological
Institutionalism. Politics & Gender, (2009). 5(2), him. 253-257.
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ketidaksetaraan gender. Perubahan tersebut dapat berlangsung melalui reformasi
kebijakan, perubahan aturan, peningkatan keterwakilan perempuan, pembentukan
mekanisme kesetaraan gender, maupun perubahan norma dan budaya organisasi.

Namun demikian, perubahan formal tidak. selalu menghasilkan perubahan
substantif. Mackay;” Kenny, dan Chappell menunjukkan bahwa penelitian
Feminist Institutionalism juga memperhatikan resistensi institusional dan batas-
batas reformasi. Institusi dapat mengakomodasi perubahan tertentu sambil tetap
mempertahankan mekanisme yang merugikan kelompok yang baru memperoleh

akses.

2.7 Relevansi Feminist Institutionalism dalam Penelitian

Teori Feminist Institutionalism relevan digunakan dalam/ penelitian yang
membahas perempuan, gender, kebijakan, organisasi; pemerintahan, politik,
kepemimpinan, representasi, atau ketidaksetaraan gender karena teori ini
memungkinkan penelitian untuk, melihat persoalan” gender dari sisi institusional.
Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana aturan formal dan
informal memengaruhi posisicperempuan, bagaimana norma gender bekerja dalam
institusi, © bagaimana relasi. kekuasaan., memengaruhi ‘proses pengambilan

keputusan,  serta bagaimana aktor berupaya melakukan perubahan.*

1 Kenny, M. A Feminist Institutionalist Approach. Politics & Gender, (2014). 10(4), him. 679—
684.
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METODE PENELITIAN

3.1  Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif;,hal ini karena masalah yang
diteliti merupakan/suatu situasi sosial yang sifatnya deskriptif, yang bertujuan
memberikan gambaran dan penjelasan berbagai macam <data yang telah
dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan isu pelecehan seksual
dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Menurut
Djam’an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif merupakan pendekatan
penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsi
kannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta berdasarkan teknik
pengumpulan dan. analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang
alamiah.*?

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelasakan tentang pelecehan seksual
dikalangan mahasiswa Universitas Istam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Penulis
akan menganalisis temuan data-dan-kemudian memaparkan hasil analisis hingga
akhirnya peneliti menyimpulkan peran‘dan faktor apa saja yang dilakukan terkait
isu pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

Banda Aceh Lembaga Penjaminan Mutu

12 Elindawati, R. Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan
Seksual di Perguruan Tinggi. AlWardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama, (2021).
15(2), him. 181-193.
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3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran PSGA UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan
seksual. Beberapa fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Peran PSGA-kebijakan universitas: mengkaji bagaimana kebijakan yang
diterapkan ‘oleh Universitas Ar-Raniry dalam menangani isu pelecehan
seksual dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran
mahasiswa terhadap pentingnya isu ini.

2. Edukasi dan kampanye anti-pelecehan seksual: meneliti efektivitas
program edukasi dan kampanye yang diselenggarakan oleh universitas
dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa menge nai pelecehan seksual
dan hak-hak mereka.

3. Hambatan dalam “implementasi kebijakan:<mengidentifikasi tantangan
yang dihadapi universitas dalam menerapkan kebijakan pencegahan dan
penanganan pelecehan seksual, termasuk faktor-faktor yang menghambat
kesadaran mahasiswa dan.partisipasi aktif mereka dalam program-program

tersebut.

3.3 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data yang
berbentuk kalimat, kata atau gambar.* Adapun jenis dan sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer

13 Baker, B. A. Note When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process
Rights. Cornell Journal Of Law And Public Policy, (2018). 26, him. 533-564.
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adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara mendatangi langsung objek
penelitian, vyaitu data yang diperoleh juga Dbersifat aktual dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui
Ketua PSGA, Anggota ULT, dosen dan mahasiswa/i dengan menggunakan
wawancara dan observasi.
3.4  Subjek.dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif sampel dikenal dangan informan atau partisipan yang
memberikan masukan terhadap suatu masalah. Istilah sampel juga dikenal sebagai
subjek yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran dari suatu kasus penelitian.
Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling
(pertimbangan tertentu). Alasan penentuan informan dalam penelitian ini
didasarkan pada beberapa kriteria dan pertimbangan tertentu, diantaranya: (a)
informan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang isu pelecehan seksual
dan kebijakan universitas terkait masalah ini, dan (b) informan memiliki peran
penting dalam upaya meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan
seksual diUniversitas Ar-Raniry..Adapun.subjek dalam penelitian ini dapat dilihat

pada Tabel 3.1. Adalah PSGA (Penyelenggara) dan Penerima Manfaat (Dosen dan

Mahasiswa)
Tabel 3. 1 Informan Penelitian
No. Sumber Jumlah Keterangan
1. | Ketua PSGA UIN 1 Orang
2. | Anggota ULT 1 Orang )
Observasi dan Wawancara
2. | Dosen 2 Orang
3. | Mahasiswa 6 Orang
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Jumlah 10 Orang

3.5  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga tahapan
tersebut merupakan triangulasi.** Dalam hal initriangulasi merupakan teknik
pemeriksanaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh”.

Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.%°

Observasi

Sumber Data

Wawancara

Dokumentasi

Gambar 3. 1 Triangulasi Data
Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

dapat dijelaskan sebagai berikut:

14 Ibid
15 Baker, B. A. Note When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process
Rights. Cornell Journal Of Law And Public Policy, (2018). 26, him. 533-564.
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1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik
bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.
Wawancara dan Kkuesioner selalu” berkomunikasi dengan informan, maka
observasi tidak terbatas pada informan, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun
dari berbagai proses biologis dan psikologis.’® Observasi adalah suatu cara
menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan
mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.*’

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang dilakukan dengan cara
mengadakan pengamatan  secara _teliti. serta pencatatan gsecara sistematis.
Pengamatan (observasi) merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara
berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan menggunakan pedoman obsevasi yang berisi sejumlah
indikator perilaku yang diamati.’® . _Dalam . penelitian ini, observasi yang
dimaksudkan adalah melakukan pengamatan serta mencatat kejadian-kejadian
yang ada ' dilapangan mengenaidengan isupelecehan seksual dikalangan

mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

16

17 Djam’an Satori dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung:
Alfabeta, 2011), him. 17.
18 https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/profil-uin-ar-raniry
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2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam
suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan
untuk mendapatkan informasi dari-responden.secara bertanya langsung bertatap
muka. Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya peneliti dapat
melakukan _teknik wawancara dengan..telepon maupun internet. \Wawancara
merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan
kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca, menulis
atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.®
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada Ketua PSGA, Anggota ULT,
beberapa dosen dan mahasiswa/i untuk mengetahui informasi mengenai dengan
Isu pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Aslam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh.
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi
penelitian, baik sumber tertulis, gambar (foto), karya-karya monumental yang
semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian. Adapun dokumen
dalam penelitian-ini-digunakan-untuk-memperolehdata mengenai dengan isu
pelecehan seksual dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh. Dokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi surat-surat penelitian

dan foto-foto hasil penelitian, guna sebagai bukti telah jalannya proses

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif.D, (Bandung: Alfabeta, 2018), him. 13.
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penelitian.?’ Hal ini membuktikan bahwa dokumentasi dalam penelitian ini terdiri
dari hasil rekaman wawancara, data tertulis berupa observasi, data sekolah, dan

foto penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
catatan temuanwpenelitian melalui pengamatan, wawancara dan-lainnya untuk
meningkatkan pemahaman penelitian tentang fokus yang dikaji dan
menjadikannya sebagai semua informan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi
dan menyajikannya.?! Teknik analisis data peneliti menggunakan model analisis
interaktif (interactive analysis models). Kegiatan dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas.
Di dalam analisis data kualitatif terdapat-tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan. Metode Miles dan Huberman untuk analisis data kualitatif

digambarkan pada Gambar 3.2.2?

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Veritifikasi atau
Penarikan
Kesimpulan

|

Reduksi Data

20 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), him. 76.

21 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), him. 331.

22 Yusrizal, Pengukuran dan Evaluasi Hasil dan Proses Belajar, (Yogyakarta: Pale
Media Prima, 2016), him. 160.
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Gambar 3. 2 Keterkaitan Antara Pengumpulan dan Analisis Data

1. Data Reduction (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam
penelitian ini, penulis melakukan reduksi data_melalui bentuk analisis yang
menajamkan, /menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang
dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan.dapat ditarik
dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting
dari hasil wawancara mengenai dengan isu pelecehan seksual dikalangan
mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

2. Data Display (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data
dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, ‘dan sejenisnya.
Peneliti berusaha menjelaskanshasil penelitian ini dengan singkat, padat dan
jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan
mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada ke empat
responden tersebut dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian
data dalam penelitian terdapat rdari-“hasil. wawancara pada ketua PSGA,
anggota ULT, dosen dan;mahasiswa/izyang dinarasikan dari beberapa kalimat.

3. Conclusion Drawing/verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap
temuan baru yang sebelumnya remang-remang. Tahap terakhir adalah
menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah
informasi yang akurat dan tepat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini

berupa kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi yang telah disajikan
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dalam data dan disusun dengan rinci mengenai dengan isu pelecehan seksual

dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

AR-RANIRY




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1  Gambaran Umum Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar-Raniry

Pusat Studi Gender-dan Anak (PSGA) merupakan unit pelaksana di bawah
naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN
Ar-Raniry. PSGA berperan sebagai pusat kajian dan advokasi yang fokus pada
isu-isu kesetaraan gender, keadilan gender, serta perlindungan anak, dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. PSGA memiliki
visi untuk menjadi pusat studi yang unggul dan terpercaya dalam pengembangan
kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak, khususnya di lingkungan
akademik dan masyarakat luas.?

Visi yaitu menjadi pusat studi unggul dalam pengembangan kesetaraan
dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam bingkai kearifan. Misi dan
Tujuan yaitu untuk mencapai visinya, PSGA UIN Ar-Raniry menetapkan
sejumlah misi dan tujuan strategis, antara lain:

1. Mendorong integrasi studi-gender dalam kurikulum yaitu mengharustamakan
perspektif gender dalam kurikulum dan kegiatan akademik diseluruh program
studi dilingkungan UIN Ar-Raniry.

2. Memperkuat kajian dan penelitian gender serta anak yaitu mengembangkan
dan mendukung penelitian ilmiah terkait isu gender dan anak yang relevan

dengan konteks lokal, nasional, dan global.

2 Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), him. 109.
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3. Meningkatkan kepedulian masyarakat yaitu menyebarluaskan pemahaman,
kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender
dan perlindungan anak melalui edukasi, seminar, pelatihan, dan publikasi
ilmiah.

4. Menjalin kemitraan strateis yaitu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,
termasuk-akademisi, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, media,
dan komunitas dalam upaya mendorong perubahan sosial yang adil dan
inklusif.

5. Mendorong implementasi tridarma perguruan tinggi yang responsif gender
yaitu memastikan pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat di UIN Ar-Raniry memperhatikan prinsip-prinsip keadilan gender
dan perlindungan anak.

Fokus Utama PSGA, yaitu antara lain:
1. Kajian Gender dan Anak

PSGA berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian
interdisipliner tentang gender dan anak, khususnya dalam konteks sosial, budaya,
dan keagamaan.

2. Pemberdayaan dan Advokasi

PSGA turut melakukan pemberdayaan terhadap kelompok rentan,
termasuk perempuan dan anak, serta menjadi penghubung antara universitas dan

masyarakat dalam isu-isu terkait.
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3. Pelatihan dan Edukasi Publik
Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan kampanye publik untuk

memperkuat pemahaman masyarakat akademik dan umum terhadap isu-isu

kesetaraan gender dan perlindungan
Peran Strate ). berorientasi pada

anan strategis

HntaSi
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Sosialisasi dan Edukasi tentang Pelecehan Seksual
PSGA melakukan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa
mengenai pengertian, bentuk, dampak, serta cara mencegah

pelecehan seksual didingkungan kampus.

Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa tentang Bentuk-
Bentuk Pelecehan Seksual

PSGA memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai
berbagai bentuk pelecehan seksual, baik secara verbal, fisik,
nonfisik, maupun melalui media digital.

Memberikan Informasi tentang Mekanisme Pelaporan

PSGA  berperan memberikan Informasi kepada mahasiswa
mengenai cara, tempat, dan prosedur . pelaporan apabila
mengalami atau mengetahui adanya kasus-pelecehan seksual.
Memberikan Konseling dan Pendampingan kepada Korban
PSGA  menyediakan atau  memfasilitasi konseling  dan
pendampingan bagr— korban agar | memperoleh dukungan

pstkologis serta bantuan dalam‘proses'penanganan kasus.

Melakukan Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual
PSGA melakukan kampanye dan kegiatan penyadaran mengenai
pencegahan kekerasan seksual, termasuk melalui seminar, diskusi,

media informasi, dan kegiatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap

Perempuan (16 HAKTP)
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e Mendorong Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pencegahan
PSGA berperan dalam mendukung penguatan kebijakan, SOP,

serta mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di

nal dan Eksternal

AR-RANIRY
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PSGA aktif menginisiasi pembentukan kebijakan ini bersama Kemenag
dan Komnas Perempuan. Beliau menekankan pentingnya keberadaan regulasi
yang jelas sebagai landasan bagi kampus untuk bertindak:

Nashriyah (Ketua PSGA):«“Kebijakan ini sudah ada sejak 2021, dan

PSGA ikut menginisiasi pembentukannya-agar kampus punya dasar

hukum dalam‘menangani kasus pelecehan seksual.”?4

Nasriyah merupakan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki peran
strategis dalam penguatan perspektif gender dan perlindungan anak di lingkungan
perguruan tinggi. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan PSGA, Nasriyah
berperan aktif dalam mengembangkan program-program edukatif dan advokatif
yang bertujuan meningkatkan kesadaran sivitas akademika, Kkhususnya
mahasiswa, terhadap isu kesetaraan gender.dan pencegahan pelecehan seksual.

Dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan
seksual, Nasriyah mendorong berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi publik,
pelatihan, serta kampanye edukatif yang menekankan pentingnya mengenali
bentuk-bentuk pelecehan seksual, .dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme
pelaporan dan penanganannya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan
pemahaman konseptual; tetapi-juga.-membangun - sikap. kritis dan empati
mahasiswa terhadap korban.

Selain itu, Nasriyah juga berperan dalam mendorong integrasi perspektif

gender dan perlindungan korban kedalam kebijakan kampus. Upaya tersebut

24 Muh Fitrah & Luthfiyah, Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas
& Studi Kasus, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), him. 66.
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dilakukan melalui kerja sama dengan pimpinan universitas, dosen, serta lembaga
terkait, sehingga isu pelecehan seksual tidak lagi dianggap sebagai persoalan
individual, melainkan sebagai tanggung jawab institusional.

Dosen Fakultas Adab & Humaniora;.l, menilai bahwa meskipun secara
konsep kebijakan UIN sudah baik karena adanya PSGA; penerapannya masih
lemah. Beliau-menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada
implementasi nyata:

I: “UIN sudah cukup baik karena memiliki PSGA untuk menangani isu

pelecehan seksual, tapi penerapannya masih lemah. Secara konsep bagus,

namun belum terlaksana secara nyata.”?®

SY, Dosen Hukum Pidana sekaligus anggota ULT, menambahkan bahwa
keberadaan SOP atau aturan tertulis yang disosialisasikan keseluruh sivitas
akademika sangat penting untuk memastikan kampus memiliki dasar hukum yang
kuat dalam menangani pelecehan seksual:

SY: “Untuk menangani pelecehan seksual harus ada kebijakan kampus

yang jelas, dibuat dalam bentuk <~SOP' atau aturan tertulis, dan

disosialisasikan keseluruh sivitas akademika. Tanpa kebijakan, kampus
tidak punya dasar hukum untuk bertindak.”?®

Sementara itu, SF, Dosen Hukum Pidana, menyoroti peran aktif PSGA
dalam seminar dan sosialisasi -serta pencegahan dilingkungan kampus melalui
aturan berpakaian dan pembatasan jam kegiatan mahasiswa:

SF: “PSGA berperan aktif dalam seminar dan sosialisasi terkait pelecehan

seksual. Fakultas Syariah juga banyak melakukan penelitian terkait isu ini.
Selain itu, kampus sudah menerapkan aturan berpakaian dan pembatasan

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2018), him. 145.

% Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), him. 129.
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jam kegiatan mahasiswa (tidak lewat pukul 17.00) sebagai bentuk
pencegahan.”?’

Mahasiswa, seperti N (FST) dan NA (FHS), memahami adanya kebijakan
dan unit terpadu dikampus, namun merasa pemahaman mereka masih terbatas. N
menuturkan:

N: “Tentang kebijakan, pernah dengar UIN Ar-Raniry punya keputusan

rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemahaman

itu baru mencakup kalau unit kampus sudah membentuk unit terpadu atau

layanan untuk menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual.”?®

Sedangkan NA menekankan pentingnya Kkebijakan tersebut dalam
menciptakan lingkungan kampus yang aman:

NA: “Saya pernah dengar tentang kebijakan rektor terkait kebijakan

pelecehan seksual itu pada tahun 2021. Sangat penting agar dilingkungan

kampus itu dapat menciptakan lingkungan yang aman, terbebas dari

pelecehan seksual.”??

Informan P (FT) juga menegaskan adanya satuan tugas pencegahan dan
peganganan kekerasan seksual atauSatgas PPKS:
P: “Ya, saya pernah mendengar tentang kebijakan diuniversitas terkait

pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Saya memahami bahwa
universitas memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan

27 Umar Sidig, Moh. Miftachul Choiri. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang
Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya, him. 78-84

28 Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber
Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 1992), him. 121.

2[https://psga.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-
danmisi](https://psga.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-dan-misi)
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seksual atau Satgas PPKS yang bertugas menangani kasus kekerasan
seksual dikampus.”*°

Informan O (FISIP) menyebutkan bahwa Keputusan Rektor UIN Ar-

Raniry tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual merupakan

implementasi dari Permendikbudristek No. 30 tahun2021:

O: “Keputusan rektor sendiri tentang pencegahan dan penanganan kasus
kekerasan seksual bisa Kkita sebut kayak PPKS dilingkungan kampus
sebagai implementasi dari Permendikbudristek No. 30 tahun 2021.”%

Mahasiswa M (FISIP) menambahkan bahwa meskipun kebijakan tertulis

telah disosialisasikan, efektivitasnya tetap tergantung pada implementasi dan

komitmen pihak pimpinan:

M:“Kebijakan tertulis itu memang ada dan semakin banyak
disosialisasikan, tapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi
dan komitmen “pemimpin “untuk 'menegakkan dan mematuhi aturan
tersebut.”*?

Informan W (FISIP) juga menegaskan tujuan Keputusan Rektor No. 2

tahun 2021, yang bertujuan menciptakan kampus yang aman dan nyaman serta

bebas dari kekerasan seksual sesuai peraturan Kemendikbudristek No. 3 tahun

2021:

W: “Yang saya dapatkan itu ada berupa keputusan rektor No. 2 tahun
2021 yang bertujuan‘untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman
dan bebas dari kekerasan seksual sesuai dengan peraturan
Kemendikbudristek No. 3 tahun 2021.”%

30 Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

31 Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu,

17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

32 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan

tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

3 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24

Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan
menyadari keberadaan kebijakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual
di UIN Ar-Raniry. Namun, baik Ketua PSGA, Anggota ULT, dosen maupun
mahasiswa menekankan bahwa_tantangan ‘utama terletak pada implementasi,
sosialisasi, dan pemahaman sivitas akademika tentang proesedur yang berlaku .
PSGA dan._Satgas PPKS menjadi pusat kegiatan, namun efektivitasnya sangat
bergantung pada penguatan kapasitas, pengawasan, dan keterlibatan aktif seluruh
pihak dilingkungan kampus.

Pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan
pelecehan seksual, beberapa informan menyoroti bahwa meskipun kebijakan telah
ada, mahasiswa masih belum sepenuhnya memahami prosedur yang berlaku
Nashriyah, Ketua PSGA, menyampaikan bahwa PSGA /terus melakukan
sosialisasi melalui PBAK, media sosial, dan berbagai kegiatan kampus agar
mahasiswa lebih mengetahui dan sadar akan keberadaan PSGA:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Mahasiswa belum sepenuhnya paham

kebijakan dan prosedur. PSGA terus melakukan sosialisasi lewat PBAK,

media sosial, dan kegiatan -kampus_agar mahasiswa tahu dan sadar akan
keberadaan PSGA.”%*

Sejalan dengan itu,"| dari* Fakultas' Adab® & Humaniora menekankan

pentingnya keberadaan lembaga pengaduan khusus agar mahasiswa bisa melapor

secara aman dan rahasia:

3 Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11
September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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I: “Mahasiswa belum paham tentang prosedur dan kebijakan pelecehan
seksual. Perlu dibuat lembaga pengaduan khusus agar pelaporan bisa dilakukan
dengan aman dan rahasia.”®

SY, ULT & Dosen Hukum, menegaskan peran Unit Layanan Terpadu
(ULT) sebagai pelaksana kebijakan-yang memfasilitasi pelaporan, pendampingan
hukum, konseling, hingga rujukan medis bagi korban:

SY: “Jika terjadi pelecehan, kampus harus mengaktifkan Unit Layanan

Terpadu (ULT) dibawah PSGA sebagai pelaksana kebijakan tempat

pelaporan, pendampingan hukum, konseling, hingga rujukan medis.”®

Selain itu, SF dari Fakultas Hukum Pidana menyoroti bahwa pembelajaran
melalui mata kuliah dan seminar juga menjadi sarana penting dalam sosialisasi,
meski perlindungan hukum terhadap korban, terutama perempuan, masih perlu
diperkuat:

SF: “Ada mata kuliah studi syariat. Islam yang membahas etika pergaulan

dan pelecehan seksual. Sosialisasi dilakukan lewat kuliah dan seminar

bersama pihak luar (advokat, kepolisian, dan WH). Namun, ganun jinayat

masih lemah dalam melindungi korban, terutama perempuan.”®’

Dari perspektif mahasiswa,-N (FST) mengungkapkan bahwa sosialisasi
memang sudah pernah dilakukan, ‘misalnya ‘melalui seminar dan materi PBAK

2025 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual:

35 Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

3 Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

37 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025,
di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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N: “Pernah menerima sosialisasi, waktu itu ada beberapa kali melakukan
seminar dikampus. Terus waktu itu juga di PBAK tahun 2025 dibekali

materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.”®

NA (FHS) juga menegaskan bahwa sosialisasi.dilakukan melalui seminar,
tanya jawab, maupun ceramah:
NA:“Pernah ada penyampaian begitu dalam bentuk seminar, tanya jawab,

atau memberi ceramah tentang pelecehan seksual itu sendiri.”*®

Hal yang sama diungkapkan P (FT) bahwa sosialisasi dilakukan melalui
seminar, diskusi publik, dan program Satgas PPKS:

P: “Ya, saya pernah menerima sosialisasi atau informasi terkait isu

pelecenan seksual dari pihak universitas yang' disampaikan melalui

seminar, kemudian diskusi publik;dan sosialisasi Satgas PPKS.”*

Namun, beberapa mahasiswa dari FISIP dan fakultas lain menilai bahwa
sosialisasi belum berjalan secara menyeluruh. Informan O menyebutkan bahwa
program seminar belum ada, hanya disampaikan secara singkat saat PBAK:

O: “Tapi sejauh ini belum ada program. seminar terkait pelecehan seksual

di UIN Ar-Raniry, tapi ada disampaikan pas berlangsungnya PBAK, harus

peka terhadap pelecehan seksual jadi kita harus was-was.”*

Mahasiswa M (FISIP) menambahkan bahwa belum ada seminar khusus,

dan sebaiknya diadakan dimasa depan:

%8 |bid

3% Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

40 Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

41 Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu,
17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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M: “Setau saya tidak ada, mungkin kedepan boleh diadakan seminar
terkait pelecehan seksual.”*?

Terkait peran pihak kampus dan dosen dalam edukasi, sosialisasi, serta
fasilitas penanganan pelecehan seksual, beberapa informan menekankan
pentingnya keterlibatan aktif dari seluruh civitas akademika. Nashriyah, selaku
Ketua PSGA, menegaskan bahwa perannya adalah memastikan sosialisasi,
pelatihan, dan edukasi tentang kekerasan seksual terus berjalan, baik sebagai
narasumber maupun penyelenggara kegiatan PSGA:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Peran Ssaya adalah memastikan sosialisasi,

pelatihan, dan edukasi tentang kekerasan seksual terus berjalan, baik

sebagai narasumber maupun penyelenggara kegiatan PSGA.”*3

Sementara itu, | dari Fakultas Adab & Humaniora menyampaikan bahwa
sebagai dosen, beliau aktif memberi pemahaman kepada mahasiswa dikelas
mengenai sistem patriarki, kesetaraan gender, dan pentingnya keberanian menolak
tindakan pelecehan:

I: “Sebagai dosen, saya memberi pemahaman kepada mahasiswa dikelas

tentang sistem patriarki, kesetaraan gender, dan pentingnya berani

menolak tindakan pelecehan.”**

SY, ULT & Dosen Hukum;-menekankan-perlunya kampanye pencegahan
yang berkelanjutan dengan berbagai metode, termasuk poster, sosialisasi, grup

diskusi, dan kegiatan peer-to-peer, agar seluruh warga kampus memahami bahaya

dan sanksi pelecehan seksual:

42 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan
tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

4 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24
Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

44 Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11
September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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SY: “Kampanye pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan
beragam bentuknya (poster, grup, sosialisasi, kegiatan peer-to-peer) agar
seluruh warga kampus benar-benar paham tentang bahaya dan sanksi
pelecehan seksual.”*

Selain itu, SF dari Fakultas Hukum Pidana menyampaikan bahwa sebagai
dosen, ia sering memberikan nasihat dan bimbingan.moral kepada mahasiswa
yang berkonsultasi, sekaligus menekankan pentingnya menjaga hubungan antara
laki-laki dan perempuan agar sesuai nilai-nilai syariat:

SF: “Sebagai dosen, saya sering memberikan nasihat dan bimbingan moral

kepada mahasiswa yang berkonsultasi. Saya juga menekankan pentingnya

menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar tidak melanggar
nilai-nilai syariat.”°

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) menyebutkan bahwa meskipun ada
Unit Layanan Terpadu (ULT), informasi publik mengenai fasilitas pelaporan
masih minim sehingga mahasiswa belum. mengetahui secara jelas tempat untuk
melapor:

N: “Untuk saat ini ada cuma ULT, tapi belum ada info publik yang jelas

tentang fasilitas untuk ‘membuat laporan, karena belum ada penyebaran

info tentang tempat itu untuk melaporkan pelecehan tersebut.”*

Sementara itu, NA (FHS) menilai bahwa fasilitas formal mungkin belum
ada, tetapi beberapa dosen bersedia membantu korban secara inisiatif:

NA: “Menurut saya memang tidak secara khusus ya fasilitas, tetapi ada

dosen yang hisa menangani. Maksudnya bukan bisa menangani tapi dia
berinisiatif menawarkan diri dalam membantu kasus pelecehan seksual.”*

4 Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

46 \Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

47 \WWawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025,
di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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Beberapa mahasiswa lain, seperti O dan M (FISIP), menyebutkan bahwa
topik terkait kesetaraan gender dan pencegahan pelecehan seksual juga dibahas
melalui mata kuliah, misalnya mata kuliah gender dan politik:

O: “Ada di bagian mata kuliah gender-dan politik.”**°

M: “Ada dibagian mata kuliah kami gender politik, disitu membahas
tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.”>

W (FISIP) menambahkan bahwa Satgas PPKS yang dibentuk oleh kampus
berperan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual:

W: “Ada, tentunya ada yang berupa Satgas PPKS, itu kan lembaga yang

dibentuk oleh pergurun tinggi tersebut untuk mencegah dan menangani

kekerasan seksual.”>!

Upaya kampus dan dosen dalam menanamkan nilai etika, sopan santun,
serta perilaku yang ‘'menghargal sesama mahasiswa, beberapa informan
menekankan pentingnya pendidikan karakter dan penguatan kesadaran gender
sejak awal perkuliahan Nashriyah, selaku Ketua PSGA, menyampaikan bahwa
sejak awal perkuliahan ia menanamkan nilai etika dan sopan santun kepada
mahasiswa melalui kontrak belajar, termasuk larangan berpakaian ketat dan

pentingnya menghargai sesama:

Nashriyah (Ketua ‘PSGA): ‘“Sejak’ awal perkuliahan, saya selalu
menanamkan nilai etika dan sopan santun kepada mahasiswa melalui

4 Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

50 Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu,
17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

51 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan
tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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kontrak belajar, termasuk larangan berpakaian ketat dan pentingnya
menghargai sesama.”>?

| dari Fakultas Adab & Humaniora menambahkan bahwa meskipun belum
ada program formal, beliau sering memberikan simulasi dan diskusi dikelas
mengenai kesadaran gender-dan perilaku yang menghargai perempuan:

I: “Belum ada program khusus, tapi saya sering memberikan simulasi dan

diskusi-dikelas tentang kesadaran gender dan perilaku yang menghargai

perempuan.”

SY, Dari Ult & Dosen Hukum, Menekankan Pentingnya Layanan Nyata
Melalui Unit Layanan Terpadu (UIlt), Termasuk Konseling Dari Fakultas
Psikologi, Layanan Hukum, Serta Sistem Rujukan Kepsikiater, LBH, Atau

Ke polisian Bila Diperlukan:

SY: “ULT harus memiliki layanan nyata dan siap digunakan, misalnya
konseing dari Fakutas Psikologi, layanan hukum, serta sistem rujukan
kepsikiater, LBH, atau kepolisian'bila diperlukan.’%*

Sementara itu, SF dari Fakultas Hukum Pidana menyampaikan bahwa
dalam kelas, ia memisahkan kelompok tugas berdasarkan gender dan melarang
mahasiswa bekerja hingga malam hari, serta menekankan pentingnya sopan
santun dalam berbicara dan berinteraksi:

SF: “Dalam kelas, saya memisahkan kelompok tugas berdasarkan gender
dan melarang mahasiswa bekerja hingga  malam hari."Saya juga menilai
mahasiswa perlu diajarkan sopan santun dalam berbicara dan

berinteraksi.”*®

52 \Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24
Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

53 Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11
September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

5 Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

55 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025,
di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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Dari perspektif mahasiswa, N (FST) mengusulkan peningkatan frekuensi
sosialisasi ditiap fakultas, melibatkan mahasiswa sebagai dua gender, publikasi
terkait pelaporan, dan adanya layanan pendampingan psikologis untuk korban
pelecehan:

N: “Harusnya bisa dengan menambahkan frekuensi sosialisasi disetiap

fakultas, melibatkan mahasiswa sebagai duta gender, melakukan publikasi

untuk-pelaporan, dan adanya layanan pendampingan psikologis untuk
korban pelecehan.”

NA (FHS) menambahkan bahwa kampus perlu mengadakan edukasi dan
kampanye baru, membangun komunikasi terbuka seperti ruangan aman bagi
mahasiswa, serta memperkuat peran Satgas PPKS sebagai pemersatu tugas
pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual:

NA: “Menurut saya itu seperti mengadakan edukasi, 'kampanye baru,

membangun komunikasi terbuka seperti ruangan aman bagi mahasiswa,

kemudian penguatan Satgas PPKS.”>’

W (FISIP) menegaskan bahwa universitas melalui PSGA (Pusat Studi
Gender dan Anak) fokus melakukan sosialisasi 'mengenai stop bullying dan
kekerasan seksual, serta bekerja sama dengan organisasi mahasiswa seperti
DEMA FISIP untuk mendeklarastkan pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual dilingkungan kampus:

W: “Tentunya ada di UIN seperti PSGA vyaitu Pusat Studi Gender dan

Anak. Universitas fokus melakukan sosialisasi tentang stop bullying dan
kekerasan seksual, kemudian ada juga bekerja sama dengan organisasi

%6 |bid
57 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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mahasiswa seperti DEMA FISIP yang mendeklarasikan pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus.””®

Mekanisme elaporan, penanganan kasus, dan perlindungan bagi korban
pelecehan seksual dikampus, beberapa informan menyoroti keberadaan layanan
pengaduan sekaligus berbagai kendala yang dihadapi:

Nashriyah selaku Ketua PSGA menjelaskan bahwa PSGA menyediakan
fasilitas laporan melalui kontak dan formulir pengaduan, namun masih ada
kendala seperti keterbatasan waktu, dana, dan kurangnya keberanian mahasiswa
untuk melapor:

Nashriyah (Ketua PSGA): “PSGA menampung laporan melalui kontak dan

formulir pengaduan yang tersedia. Namun, kendalanya adalah keterbatasan

waktu, dana, dan kurangnya keberanian mahasiswa untuk melapor.”>®
| dari Fakultas Adab & Humaniora menekankan bahwa dalam penanganan
laporan, fokus utama harus pada pelaku, bukan kronologi kejadian, serta menjaga
kerahasiaan korban:

I: “Jika ada laporan, yang utama ditanyakan adalah siapa pelakunya.

Rahasia korban harus: dijaga dan fokus diarahkan pada pelaku, bukan

kronologi kejadian.”®°

SY dari ULT & Dosen-Hukum menambahkan pengalaman praktisnya, di

mana setiap kasus ditangani oleh tim kecil beranggotakan 4-5 orang untuk

menjaga kerahasiaan korban:

8 Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

59 Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu,
17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

60 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan
tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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SY: “Saya terlibat langsung dalam ULT dan pernah menangani dua kasus

pelecehan seksual di UIN Ar-Raniry. Setiap kasus ditangani oleh tim kecil

(4-5 orang) untuk menjaga kerahasiaan korban.”®*

SF dari Fakultas Hukum Pidana menkankan pentingnya pendampingan
psikologis agar korban tetap dapat.mengontrol diri dan tidak kehilangan jati diri,
serta menyoroti fasilitas keamanan kampus seperti \CCTV, penerangan,
pengawasan.satpam, dan pembatasan akitivitas malam hari:

ciri-cirinya dan bagaimana respon Kkita terhadap hal seperti itu SF: “Jika

ada mahasiswa yang mengadu, saya akan mengarahkannya kepsikolog

agar korban dapat mengontrol diri dan tidak kehilangan jati diri. Saya juga
menekankan pentingnya fasilitas keamanan seperti CCTV, penerangan
kampus, pengawasan satpam, serta pembatasan aktivitas malam hari.”%?

Dari perspektif mahasiswa, W (FISIP) menilai pentingnya kesadaran diri
dan kewaspadaan mahasiswa terhadap tanda-tanda pelecehan seksual, sehingga
mereka dapat mengenali ciri-cirie kejadian dan /mengetahu bagaimana
mereponsnya:

W: “Menurut saya itu sangat penting, bisa menyadarkan kita sebagai

mahasiswa untuk lebih berhati-hati< kalau ada tindakan seperti  itu.

Misalnya yang mengalami seperti itu jadi bisa dilihat bagaimana.”®®

Peran aktif mahasiswa dan ,dosen _dalam pencegahan serta penanganan
kekerasan seksual dikampus, para informan menekankan pentingnya keterlibatan
semua pihak agar kesadaran kolektif dapat terbentuk.

Nashriyah selaku Ketua PSGA menekankan bahwa mahasiswa perlu terus

dilibatkan dalam sosialisasi dan kampanye, serta menekankan bahwa indikator

61 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24
Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

62 Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11
September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

6 Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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kampus yang baik bukanlah ketiadaan kasus, melainkan kemampuan kampus
untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan benar dan terbuka:
Nashriyah (Ketua PSGA): “Mahasiswa perlu terus dilibatkan dalam
sosialisasi dan kampanye agar.Sadar dan berani melapor. Kampus yang
baik bukan kampus tanpa kasus, tetapi _kampus yang mampu menangani
kasus kekerasan seksual dengan benar dan terbuka.”%
| dari Fakultas Adab & Humaniora menekankan peran mahasiswa dalam
menciptakan kesadaran kolektif melalui keterlibatan aktif dalam kampanye anti

pelecehan seksual:

I: “Mahasiswa perlu dilibatkan aktif dalam sosialisasi dan kampanye anti
pelecehan seksual agar tercipta kesadaran kolektif dilingkungan kampus.”

SY, sebagai dosen hukum pidana dan anggota ULT, menambahkan bahwa
peran dosen juga sangat penting melalui pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat, serta keterlibatan langsung dalam penyusunan Keputusan Rektor dan
kampanye pencegahan kekerasan seksual:

SY: “Sebagai dosen hukum pidana dan anggota ULT, saya berperan
melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentang kejahatan
seksual, serta ikut menyusun Keputusan Rektor dan melakukan kampanye
pencegahan.”®®

Dari berbagai perspektif- dosen, mahasiswa, dan pihak kampus, dapat
disimpulkan bahwa UIN‘Ar-Raniry:memiliki‘peran strategis dalam meningkatkan

kesadaran ‘mahasiswa terhadap isu 'pelecehan seksual melalui kebijakan,

sosialisasi, edukasi, serta fasilitas penanganan seperti PSGA, Satgas PPKS, dan

64 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

5 Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

6 Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu,
17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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Unit Layanan Terpadu. Meski kebijakan dan program telah ada, efektivitasnya

sangat bergantung pada implementasi, pemahaman sivitas akademika, serta

keterlibatan aktif seluruh civitas. Oleh karena itu, keberhasilan kampus dalam

menciptakan lingkungan akademik.yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan

seksual bukan hanyadiukur dari keberadaan regulasi, tetapirjuga dari kemampuan

seluruh pihak-untuk secara konsisten menjalankan pencegahan, penanganan, dan

pendampingan korban secara nyata dan terbuka.

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran PSGA Dalam Meningkatkan

Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual

Dukungan Pimpinan dan Kebijakan Universitas

Dukungan pimpinan universitas menjadi faktor penting dalam
memperkuat peran PSGA.Kebijakan, aturan, SQP, serta dukungan
kelembagaan. memberikan = landasan bagi PSGA dalam
melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan pelecehan
seksual.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan tenaga‘yang memiliki kemampuan dan pengetahuan
mengenai gender, kekerasan seksual, konseling, dan pendampingan
korban turut memengaruhi efektivitas PSGA dalam menjalankan

programnya
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e Ketersediaan Anggaran dan Fasilitas

Pelaksanaan sosialisasi, seminar, kampanye, konseling, dan

kegiatan pencegahan mbutuhkan dukungan anggaran serta

fasilitas yang mber daya tersebut dapat

---------------

Pandangan bahwa pelecehan seksual merupakan isu yang tabu,
memalukan, atau aib dapat menjadi hambatan bagi PSGA dalam

melakukan edukasi. Stigma juga dapat membuat mahasiswa enggan
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membicarakan, melaporkan, atau mencari bantuan ketika
mengalami pelecehan seksual.

e Kerja Sama dengan Lembaga Eksternal

Kerja sama i luar universitas, seperti
ikolog, pemerintah,

laksanaan

digital,

n memn

Spildldszeln

+*

AR-RANIRY

Nashriyah selaku Ketua PSGA menyoroti bahwa efektivitas kesadaran
mahasiswa dipengaruhi oleh konsistensi implementasi kebijakan ditingkat

pimpinan kampus:
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Nashriyah (Ketua PSGA): “Belum sepenuhnya efektif karena

implementasi dan tindak lanjut dari pimpinan kampus kadang tidak

konsisten. PSGA sudah bekerja, tapi keputusan akhir ada ditingkat

rektorat.”®’

| dari Fakultas Adab & Humaniora menambahkan bahwa kebijakan yang
ada belum maksimal karena'kurangnya ketegasan dan.sanksi yang jelas, sehingga
kampus seharusnya berani menyatakan diri sebagai kampus bebas pelecehan
seksual secara terbuka:

I: “Kebijakan belum maksimal karena belum ada ketegasan dan sanksi

yang jelas. UIN seharusnya berani menyatakan diri sebagai kampus bebas

pelecehan seksual secara terbuka.”®8

SY, sebagai anggota ULT, menekankan bahwa sifat kasus yang sensitif
dan rahasia menjadi faktor yang mempengaruhi kesadaran mahasiswa, dimana
beberapa kasus diselesaitkan melalui meiasi internal atau/Mahkamah Kode Etik,
dan kasus berat dapat dilanjutkan kejalur hukum sesuai keputusan korban:

SY: “Kasus yang ditangani bersifat sensitif «dan rahasia. Beberapa

diselesaikan melalui mediasi internal dan Mahkamah Kode Etik,

sedangkan kasus berat dapat dilanjutkan ke jalur hukum sesuai keputusan

korban.””®

SF dari Fakultas Hukum. Pidana-menyoroti keterbatasan informasi yang
diterima’ mahasiswa mengenai PSGA dan prosedur pelaporan, sehingga perlu

adanya sosialisasilebih-sering seria penguatankarakter-melalui mata kuliah

akhlak dan moral:

67 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan
tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

68 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24
Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

8 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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SF: “Mahasiswa belum banyak tahu tentang PSGA dan prosedur pelaporan

kasus. Saya menyarankan agar kampus lebih sering mengadakan seminar

dan sosialisasi, serta menambahkan kembali mata kuliah akhlak dan moral
untuk membentuk karakter mahasiswa.”"®

Dari perspektif mahasiswa, N'(FEST) menekankan pentingnya edukasi
karena bukti menunjukkan-adanya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
yang pernah mengalami berbagai bentuk pelecehan, bahkan sekitar 23% pernah
menjadi Korban:

N: “Sangat penting karena di UIN ada bukti bahwa ada beberapa

mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan pernah mengalami berbagai

bentuk pelecehan baik itu fisik maupun lisan. Tanpa pembahasan dan
edukasi, korban tidak akan terlindungi.””*

NA dari FHS menambahkan bahwa kesadaran mahasiswa diperlukan
untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mencegah terjadinya
pelecehan:

NA: “Sangat penting agar di lingkungan kampus dapat tercipta lingkungan

yang aman, terbebas dari pelecehan seksual. Kesadaran bagi pelaku

maupun korban perlu dibangun untuk pencegahan kasus.”’?

P dari FT juga menekankan bahwa pembahasanisu ini penting untuk
meningkatkan pemahaman mahasiswa -tentang perlindungan hak korban dan
menciptakan lingkungan kampus yang nyaman:

P: “Sangat penting untuk dibahas dilingkungan kampus karena dapat

menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa. Dengan
membahas isu ini. mahasiswa  dapat meningkatkan kesadaran dan

70 Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

1 Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu,
17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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pemahaman tentang pentingnya melindungi hak-hak korban kekerasan
seksual.”"

Sementara itu, beberapa mahasiswa lain seperti O, M, dan W (FISIP)
menyoroti keterbatasan keberadaan Satgas atau unit Khusus dikampus, yang
menjadi salah satu faktor.rendahnya kesadaran:

O: “Mungkin ada, cuma tidak berjalan mungkin.”

M: “Setau saya belum ada ketersediaan satgas dilingkungan kampus.”"

W: “Diuniversitas saya sendiri belum ada, mungkin saran saya itu ke
depannya bisa dibuat.”’®

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran
mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual, para informan menyoroti berbagai
tantangan yang menjadi penghambat kesadaran dan partisipasi aktif civitas
akademika.

Nashriyah (Ketua PSGA UIN Ar-Raniry) menyebutkan bahwa
keterbatasan dana, kurangnya dukungan struktural, dan rendahnya kesadaran
civitas akademika menjadi hambatan utama, ditambah masih banyak pihak yang
belum menganggap isu kekerasan seksual-sebagai hal penting:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Tantangan utama adalah keterbatasan dana,
kurangnya dukungan ‘struktural,® dan rendahnya “kesadaran civitas

3 Wawancara dengan Ketua PSGA pada hari dan tanggal: Kamis, 18 September 2025, di
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

74 Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu,
17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

7> Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan
tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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akademika. Selain itu, banyak pihak yang belum menganggap isu
kekerasan seksual sebagai hal penting.””’

| dari Fakultas Adab & Humaniora menekankan bahwa payung hukum dan
birokrasi yang rumit juga menjadi kendala, apalagi jika pelaku berstatus ASN
sehingga sulit ditindak:

I: “Tantangan utama adalah payung hukum dan birokrasi yang rumit,
terutama karena pelaku bisa berstatus ASN sehingga sulit ditindak.”"®

SY (ULT & Dosen Hukum) menambahkan bahwa kampanye dan
sosialisasi sudah dilakukan dibeberapa fakltas, namun belum menyeluruh karena
keterbatasan waktu, jumlah tim, dan anggaran. la berharap universitas memiliki
program resmi agar kegiatan sosialisasi menjadi rutin:

SY: “Kampanye dan sosialisasi sudah dilakukan PSGA dan ULT di

beberapa fakultas, namun belum menyeluruh karena keterbatasan waktu,

jumlah tim, dan anggaran. Saya berharap ada program resmi universitas
agar kegiatan sosialisasi menjadi rutin.””

Sementara itu, SF (Dosen Hukum Pidana) menyoroti karakter generasi
muda (Gen Z) yang sulit diatur dan kurang hermat pada dosen sebagai tantangan
tersendiri, sehingga pendidikan agama dan sosialisasi pencegahan pelecehan perlu

menyesuaikan zaman, misalnya melalui media digital dan pendekatan religius:

SF: “Tantangan utama adalah karakter generasi muda (Gen Z) yang sulit
diatur dan kurang hormat pada dosen. Pendidikan agama dan sosialisasi

77 \WWawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11
September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

78 Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

7% Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh



58

pencegahan pelecehan harus menyesuaikan zaman, misalnya melalui
media digital dan pendekatan religius.”®

Dari perspektif mahasiswa, beberapa informan menekankan hambatan
psikologis dan Kketersediaan fasilitas 'sebagai faktor yang mempengaruhi
kesadaran:

N (FST) merasa keamanan masih terbatas karena ada rasa takut tidak
dilayani atau tidak ada tindakan tegas:

N: “Kalau merasa aman rasanya cukup aman, tapi mungkin belum

sepenuhnya aman karena ada hambatan seperti rasa takut tidak dilayani

atau tidak ada tindakan tegas.”8!

NA menilai lingkungan kampus relatif aman karena sudah ada informasi

tentang prosedur pelaporan:

NA: “Menurut saya sangat aman, karena'dulu dosen kami menyebutkan
kalau mengalami pelecehan sekstal.bisa melapor kepihak kampus.”%?

P menekankan perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan melalui
penyediaan fasilitas dan prosedur pelaporan:

P: “Kampus perlu meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi

mahasiswa dalam hal pelindungan terhadap pelecehan seksal. Kampus

harus menyediakan fasilitas, dan- prosedur untuk melaporkan pelecehan

seksual.”8®

O dan M (FISIP) menyoroti rasa'takut korban untuk melapor meskipun

konseling tersedia:

8 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025,
di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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O: “Sejauh ini kayaknya tidak ada, tapi mungkin itu penyebab korban takut
untuk melapor kepada pihak kampus.”8*

M: “Konseling ada, tapi para pelapor tidak berani melaporkan hal yang
mereka alami.”®®

W (FISIP) menambahkan bahwa meskipun pembahasan terkait pelecehan
seksual ada, materi tersebut belum dijadikan bagian mata kuliah formal:

W: “Belum ada dimata kuliah-kami, pembahasannya ada tapi belum
dijadikan mata kuliah.”®

Hambatan dan stigma dalam pelaporan kasus pelecehan seksual, berbagai
perspektif dari dosen, ketua PSGA, dan mahasiswa menunjukkan adanya
tantangan sosial, budaya, dan prosedural yang mempengaruhi keberanian korban
untuk melapor.

Nashriyah selaku: Ketua PSGA menyoroti bahwa stigma masih melekat
pada korban perempuan, yang sering dianggap sebagai pthak yang salah:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Masih ada stigma bahwa perempuan adalah

pihak yang salah. Untuk mengatasinya, PSGA terus memberikan

pencerahan dan sosialisasi melalui berbagai media dan kegiatan
kampus.”8’

| dari Faklutas Adab & -Humaniora menambahkan bahwa stigma negatif

terhadap korban membuat mereka sulit untuk melapor karena sering disalahkan:

8 Wawancara dengan Dosen Fakultas Adab & Humaniora pada hari dan tanggal: Rabu,
17 September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

8 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan
tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

8 \Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24
Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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I: “Ada stigma negatif terhadap korban. Korban sering disalahkan dan
dianggap penyebab pelecehan, sehingga sulit untuk melapor.”8®

SY, sebagai anggota ULT, menekankan bahwa hambatan pelaporan juga
terkait rasa malu, takut tidak dipercaya, dan ketimpangan relasi kuasa, selain
keterbatasan kemampuan.investigasi:

SY: “Hambatan utama pelaporan adalah stigma sosial, rasa malu, takut

tidakdipercaya, dan ketimpangan relasi kuasa. Selain itu, kemampuan

investigasi ULT masih terbatas karena tidak memiliki keahlian seperti
penyidik kepolisian.”8®

SF dari Fakultas Hukum Pidana menyoroti bahwa stigma terhadap
mahasiswa terkait moral masih ada, sehingga pembentukan karakter dan moral
mahasiswa perlu lebih ditingkatkan:

SF: “Ia mengakui masih ada stigma negatif terhadap mahasiswa UIN,

terutama terkait moral. Pembentukan karakter di UIN sudah baik, tetapi

pembentukan moral harus lebiaditingkatkan.””*

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) menekankan adanya hambatan rasa
takut, kurangnya dukungan, dan kekhawatiran terhadap dampak negatif dibidang
akademik maupun sosial:

N: “Mungkin ada hambatan.rasa takut, terus tidak ada dukungan atau takut

ada dampak negatif dibtdang akademik atau sosial, keterbatasan sumber
daya manusia dan pendanaan untuk penanganan kasus tersebut.”!

8 Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

8 Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

% Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September 2025,
di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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NA dari FHS menambahkan bahwa korban sering merasa malu atau
kurang percaya diri, terutama jika pemahaman mereka tentang pelecehan seksual
masih rendah:

NA: “Hambatannya itu seperti adanya rasa takut atau malu atau kurang

yakin percaya diri,-karena terkadang yang jadi korban pelecehan seksual

itua dalah orang-orang yang bisa kita katakan rendah pemahamannya
tentang itu: Jadi mereka kurang percaya diri untuk melaporkan bahwa
mereka terkena pelecehan seksual.”%?

P dari FT menekankan perlunya fasilitas dan prosedur pelaporan yang
aman dan nyaman bagi korban:

P: “Saya merasa bahwa perlu peningkatan fasilitas dan prosedur untuk

melapor kasus pelechan seksual. Kampus harus menyediakan pengaduan

yang aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual tersebut.”®

O dari FISIP menyebutkan bahwa kerahasiaan data korban menjadi salah
satu faktor penting agar mereka beranismelapor:

O: “Menurut saya dosen atau staf tersebut apabila si korban melaporkan

kepada pihak dan para staf mungkin tidak akan-menyebarluaskan data si

korban tersebut.”%

M (FISIP) menekankan peran dosen dalam menjaga data korban agar

mereka merasa aman:

M: “Dosen peduli terhadap mahasiswa, mungkin menutupi data
mahasiswa tersebut.”%

92 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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W (FISIP) menekankan bahwa setiap laporan harus segera ditindaklanjuti
agar korban merasa terlindungi:

W: “Menurut saya harusnya dosen itu, misalnya ada pelaporan dari

mahasiswa terkait pelecehan seksual, itu harus ditindaklanjuti. Jika tidak,

mahasiswa merasa terancam: Jadi dosen harus langsung menindaklanjuti
laporan kasus tersebut.”’%

Upaya penguatan kebijakan dan  penghapusan hambatan sosial dalam
pelaporan kasus pelecehan seksual, terlihat bahwa efektivitas penanganan sangat
bergantung pada komitmen pimpinan kampus, dukungan struktural, serta
keberanian mahasiswa untuk melapor. Berbagai perspektif dari ketu PSGA,
dosen, anggota ULT, dan mahasiswa menunjukkan bahwa meskipun kebijakan
sudah ada, masih diperlukan penyempurnaan agar pelaporan kasus bisa berjalan
optimal dan stigma sosial terhadap korban dapat diminimalkan.

Nashriyah selaku. Ketua PSGA menekankan bahwa keberhasilan PSGA
dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual membutuhkan komitmen
pimpinan yang serius serta dukungan dana dan'struktur organisasi:

Nashriyah (Ketua PSGA): “Kebijakan perlu diperkuat dengan komitmen

pimpinan yang lebih serius-serta-dukungan dana dan struktur agar PSGA

bisa bekerja optimal.”®’

| dari Fakultas Adab & ‘Humaniora menambahkan bahwa kebijakan juga

harus memperhatikan batasan interaksi'antara dosen dan mahasiswa diluar jam

akademik, untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang:

% Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana pada hari dan tanggal: Jum’at, 24
Oktober 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

97 Wawancara dengan Mahasiswa Sains & Teknologi pada hari dan tanggal: Kamis, 11
September 2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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I: “Kebijakan perlu diperketat, terutama dalam membatasi interaksi antara
dosen dan mahasiswa diluar jam akademik agar tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang.”%

SY, sebagai anggota ULT, menekankan bahwa KR UIN perlu
disempurnakan, termasuk mekanisme penanganan, pendanaan, serta peningkatan
kapasitas anggota ULT melalui pelatihan, sekaligus membangun sinergi antara
ULT, fakultas, dan pimpinan kampus agar penanganan lebih efektif:

SY: “KR UIN perlu disempurnakan, khususnya dalam mekanisme

penanganan dan pendanaan. Diperlukan pelatihan, peningkatan kapasitas

anggota ULT, dan sinergi antara ULT, fakultas, dan pimpinan kampus
agar penanganan lebih efektif.”%

Dari perspektif mahasiswa, N (FST) menyoroti bahwa rasa malu menjadi
salah satu penghalang utama bagi korban untuk melaporkan kasus, karena mereka

khawatir dicap buruk atau tidak dipercaya:

N: “Kalau rasa malu harusnya iya, karena banyak korban belum berani
melaporkan karena takut dicap buruk atau tidak dipercaya.”*%

NA dari FHS menekankan bahwa stigma sosial dan rasa malu memang
menjadi penghalang utama yang membuat korban enggan melapor:
NA: “Iya, menurut saya-tu-memang menjadi stigma sosial dan rasa malu

itu menjadi penghalang utama bagi korban untuk melaporkan kejadian
pelecehan seksual itu.”%

% Wawancara dengan Mahasiswa Hukum pada hari dan tanggal: Rabu, 10 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

% Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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P dari FT menambahkan bahwa hambatan utama bagi mahasiswa untuk
melapor adalah rasa malu dan ketakutan terhadap ancaman pelaku maupun stigma
negatif dari masyarakat atau rekan mahasiswa:

P: “Hambatan utama bagi_mahasiswa.untuk melaporkan kasus pelecehan

seksual tersebut adalah pertama merasa malu, dan kedua merasa takut.

Banyak korban kekerasan seksual yang tidak ingin melaporkan karena

mereka merasa takut terhadap ancaman pelaku atau stigma negatif dari

masyarakat atau dari mahasiswa lain.”*%?

O dari FISIP menyebutkan bahwa saat ini belum ada keterkaitan kampus
dengan LSM dalam hal penanganan kasus, sehingga mahasiswa belum mendapat
jalur alternatif untuk pelaporan:

O: “Setau saya tidak ada ya keterkaitan kampus dengan LSM.”1%3

Sementara M (FISIP) menyoroti bahwa kerja sama dengan LSM bisa
menjadi opsi untuk memperkuat sistem-pelaporan dan perlindungan bagi korban:

M: “Tidak ada, mungkin boleh dibuat kerja sama antara UIN dan LSM.”1%4

Terlihat bahwa stigma sosial, rasa malu, dan kurangnya sarana informasi
menjadi faktor utama yang menghalangi korban untuk melapor. Selain itu,
beberapa mahasiswa juga menyeroti bahwa kampus perlu menyediakan platform
atau media khusus untuk edukasi dan pencegahan pelecehan seksual, sehingga
mahasiswa dapat mengakses informasi secara-lebih-aman-dan-nyaman. Perspektif

mahasiswa menunjukkan perlunya kombinasi antara penguatan kesadaran sosial

dan penyediaan sarana digital yang mendukung perlindungan korban.

102 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Kamis, 11 September
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P dari FT menekankan bahwa stigma sosial dan rasa malu masih menjadi
penghalang besar bagi korban untuk melapor, karena mereka merasa takut
dihakimi atau disalahkan:

P: “Ya, saya merasa bahwa stigma._sosial atau rasa malu menjadi

penghalang bagi_kerban untuk melapor karena korban kekerasan seksual

sering kali merasa takut dan malu untuk melaporkan-karena takut dihakimi
dan disalahkan.”1%

O dari FISIP menambahkan bahwa kampus saat ini belum menyediakan
sarana digital khusus untuk pencegahan kekerasan seksual, sehingga kedepan
perlu dibuatkan website atau platform yang bisa diakses mahasiswa untuk

mencegah dan melaporkan pelecehan:

O: “Kayaknya tidak ada, mugkin kedepan boleh dibuatkan dalam website
agar para mahasiswa bisa mencegah pelecehan seksual.”'%

Sementara M (FISIP) menekankan, pentingnya kepekaan pihak pelayanan
kampus dan penyediaan media digital, agar mahasiswa bisa lebih mudah
mengakses informasi dan bantuan terkait pelecehan seksual:

M: “Tidak ada, mungkin pihak pelayanan kampus bisa lebih peka terhadap

pelecehan seksual, maka dibuatkan website mencegah pelecehan seksual

dikawasan kampus.”%’

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stigma sosial, rasa malu, dan
keterbatasan sarana -informasi-—menjadi-hambatanutama-bagi korban untuk

melapor, sehngga penguatan kesadaran, dukungan pihak kampus, serta

penyediaan media digital yang aman dan mudah diakses menjadi langkah penting

105 Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota ULT pada hari dan
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dalam pencegahan dan perlinduingan terhadap kekerasan seksual dilingkungan

kampus.

4.4  Pembahasan
4.2 Peran Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda
Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Isu
Pelecehan Seksual
Peran perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
kekerasan pada perempuan tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah
menjadi isu internasional yang sangat-penting agar mendapatkan perhatian dalam
penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan
suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak
pidana kekerasan pada perempuan dalam prakteknya paling banyak menimbulkan
kesulitan dalam penyelesaian -kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan,
penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan
dalam penjelasan-diatas; terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya
pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa

adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.%®

108 \Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak hanya bertugas
mencetak lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung
jawab moral dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial mahasiswa. Salah
satu tanggung jawab penting yang Kini menjadi sorotan adalah keterlibatan
universitas dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dilingkungan
kampus. Isuspelecehan seksual tidak hanya menyangkut aspek hukum dan etika,
tetapi juga mempengaruhi keamanan psikologis dan iklim akademik secara
menyeluruh.!® Oleh karena itu, universitas memiliki peran strategis dalam
menciptakan ruang belajar yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

Peran ini telah diatur secara formal melalui Permendikbudristek No.30
Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di
Perguruan Tinggi. Regulasi ini mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk
menyusun Kkebijakan internal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan
seksual, membentuk Satuan Tugas (Satgas),/serta menyediakan mekanisme
pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Kehadiran aturan ini
menunjukkan bahwa negara mengakui; kampus sebagai lingkungan yang rawan
terhadap kekerasan seksual, dan oleh karena itu, universitas wajib hadir sebagai
pelindung hak-hak sivitas akademika, terutama mahasiswa.

Dalam implementasinya, universitas perlu mengembangkan kebijakan
yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Salah satu bentuk nyata

yang telah dilakukan oleh banyak perguruan tinggi adalah membentuk Pusat Studi

105 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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Gender dan Anak (PSGA) atau unit layanan serupa yang berfokus pada edukasi,
advokasi, dan pendampingan korban. PSGA berperan penting sebagai garda
terdepan dalam membangun kesadaran gender dilingkungan kampus serta menjadi
tempat aman bagi korban untuk_berbicaradan mencari dukungan. Selain itu,
PSGA juga dapat berperan sebagai mitra Satgas dalam menyusun pelatihan dan
sosialisasi rutin.mengenai isu kekerasan-seksual.**°

Selain membentuk unit layanan, universitas juga dapat berkontribusi
melalui integrasi materi pendidikan gender dan etika relasi sosial kedalam
kurikulum. Mahasiswa yang menerima pendidikan berbasis gender memiliki
pemahaman lebih baik mengenai batasan fisik, hak atas rasa aman, dan prosedur
pelaporan pelecehan seksual.!** QOleh karena itu, pendidikan gender seharusnya
tidak bersifat opsional, melainkan terstruktur dan berkesinambungan sebagali
bagian dari pendidikan karakter mahasiswa.

Universitas juga berperan membentuk budaya kampus yang menolak
segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Perubahan budaya institusional lebih
penting dari pada hanya membentuk kebijakan tertulis. Banyak kampus masih
terjebak ‘dalam budaya diam (culture of silence), victim-blaming, atau ketakutan
untuk melaporkan kasus pelecehan karena kekhawatiran-terhadap citra institusi.!*2

Oleh karena itu, pimpinan universitas, Ketua PSGA, Anggota ULT, dosen, tenaga

110 Ibid

111 Wawancara dengan Mahasiswa Tarbiyah pada hari dan tanggal: Senin, 8 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

112 Wawancara dengan Mahasiswa FISIP pada hari dan tanggal: Selasa, 9 September
2025, di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
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kependidikan, hingga mahasiswa perlu dilibatkan secara aktif dalam menciptakan
iklim kampus yang responsif dan berpihak pada korban.

Peran dosen juga tidak kalah penting dalam isu ini. Dosen sebagai figur
otoritas akademik dapat menjadi.agen perubahan melalui pendekatan edukatif,
baik dalam pembelajaran dikelas maupun dalam interaksi. sehari-hari. Seorang
dosen dapat-menjadi role model dalam®menciptakan lingkungan inklusif dan
aman, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menghargai batasan dan
hak individu. Pelatihan rutin bagi dosen dan tenaga kependidikan mengenai
kekerasan seksual dapat membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam
mengenali tanda-tanda pelecehan dan memberikan respons yang tepat.**®

Mahasiswa sebagai bagian terbesar dari komunitas kampus memiliki peran
kunci dalam membentuk budaya sadardan kritis terhadap isu kekerasan seksual.
Mereka bukan hanya subjek yang perlu dilindungi, tetapijuga harus dilibatkan
dalam pembuatan kebijakan, kampanye, dan edukasi sebaya. Pendekatan
partisipatif ini membuat mahasiswa merasa memiliki ruang untuk menyuarakan
pengalaman dan harapan mereka terhadap kampus yang aman dan adil. Dengan
kolaborasi yang kuat antara mahasiswa, dosen, dan institusi, universitas dapat

benar-benar menjadi ruang bebas kekerasan seksual.

4.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran PSGA Tingkat Kesadaran

Mabhasiswa Terhadap Isu Pelecehan Seksual

113 1bid
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Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari aspek internal individu maupun
lingkungan eksternal. Kesadaran ini tidak muncul secara otomatis, melainkan
terbentuk melalui interaksi antara pengetahuan, pengalaman pribadi, nilai budaya,
serta dukungan institusi kampus. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi
kesadaran ini-penting agar strategi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual
dapat disusun secara efektif dan kontekstual.

Salah satu faktor utama adalah tingkat literasi dan pendidikan mahasiswa
tentang isu kekerasan berbasis gender, termasuk definisi, bentuk, dan dampaknya.
Mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan cukup sering kali tidak mampu
mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi disekitarnya, terutama
yang sifatnya nonfisik seperti pelecehan verbal, catcalling, atau pelecehan
berbasis media digital. Mahasiswa yang pernah mengikuti seminar atau pelatihan
terkait kekerasan seksual memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi
dibandingkan mereka yang belum pernah mendapatkan edukasi formal terkait isu
ini. 14

Faktor kedua adalah budaya sosial dan nilai-nilai yang dianut
dilingkungan kampus dan-masyarakat, termasuk -norma patriarki, stereotip gender,
serta stigma terhadap korban. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual dianggap

sebagai hal tabu untuk dibicarakan secara terbuka, sehingga korban memilih diam

dan mahasiswa lain menjadi pasif. Budaya victim-blaming, atau menyalahkan

114 Nurhadi & Sari. Pendidikan Gender dalam Pencegahan KekerasanSeksual di
Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan Karakter, 2022. 12(2), 123-135.
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korban atas pelecehan yang dialaminya, juga sangat berpengaruh dalam
membentuk opini mahasiswa terhadap isu ini. Mahasiswa yang berada dalam
lingkungan yang cenderung permisif terhadap candaan seksis atau komentar tidak
pantas menunjukkan tingkat toleransi yang. lebih tinggi terhadap pelecehan
seksual 11°

Dukungan ‘dan sikap institusi kampus, termasuk keberadaan kebijakan,
mekanisme pelaporan, serta sikap tegas pimpinan dan dosen terhadap kasus
kekerasan seksual, juga sangat berpengaruh terhadap kesadaran mahasiswa.
Universitas yang memiliki sistem pelaporan yang jelas, sosialisasi yang rutin, dan
memberikan respons nyata terhadap laporan pelecehan akan meningkatkan rasa
aman dan membentuk kesadaran mahasiswa bahwa pelecehan seksual adalah
pelanggaran serius yang tidak boleh ditoleransi. Sebaliknya, kampus yang tidak
transparan atau pasif.dalam menangani kasus justr memperkuat anggapan bahwa
isu ini tidak penting atau tabu untuk dibicarakan.'

Pengalaman pribadi atau pengalaman orang terdekat juga merupakan
faktor penting. Mahasiswa yang.pernah.menjadi korban atau mengetahui langsung
korban pelecehan seksual cenderung lebih peka dan peduli terhadap isu ini.
Mereka lebih menyadari pentingnya sistem perlindungan, prosedur pelaporan,

serta edukasi preventif. Pengalaman personal menjadi pemicu kuat munculnya

115 Nurhadi & Sari. Pendidikan Gender dalam Pencegahan KekerasanSeksual di
Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan Karakter, 2022. 12(2), 123-135.

116 Ali & Diah. Budaya Diam dan Tantangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.
Jurnal Sosiologi Pendidikan, 2019. 3(1), 67—78.
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kesadaran kritis, karena mahasiswa menyadari secara emosional dampak yang
ditimbulkan oleh kekerasan seksual.*'’

Faktor lainnya adalah akses terhadap informasi dan media kampus.
Mahasiswa yang aktif mengikuti informasi dari media sosial kampus, unit layanan
seperti PSGA, ataurkegiatan diskusi cenderung lebih terpapar pada wacana
kesetaraan _gender dan pencegahan kekerasan. Edukasi yang dilakukan melalui
media kampus, infografis, video pendek, maupun podcast memiliki pengaruh
yang cukup besar dalam membentuk opini dan kesadaran kolektif dikalangan
mahasiswa, terutama generasi muda yang terbiasa mengakses informasi secara
digital .18

Tidak kalah penting adalah pengaruh lingkungan pergaulan dan komunitas
mahasiswa, seperti organisasi intra maupun ekstra kampus. Mahasiswa yang aktif
dalam komunitas dengan nilai-nilai progresif atau yang fokus pada isu sosial dan
gender cenderung lebih memiliki kesadaran yang tinggi terhadap persoalan
pelecehan seksual. Komunitas tersebut dapat menjadi ruang aman untuk saling
berbagi pengetahuan, pengalaman,.dan. dukungan emosional. Pendidikan sebaya
(peer education) dalam komunitas juga terbukti menjadi pendekatan yang efektif
dalam menyampaikan pesan anti-kekerasan secara lebih personal dan relevan.'t®

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor int, dapat disimpulkan bahwa

kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual merupakan hasil dari

17 1bid

118 Nurhadi & Sari. Pendidikan Gender dalam Pencegahan KekerasanSeksual di
Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan Karakter, 2022. 12(2), 123-135.

119 Sudrajat. Pendidikan dan Perlindungan Mahasiswa dari Kekerasan Seksual di
Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2021. 10(4), 302-310.
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kombinasi pengetahuan, pengalaman, budaya, serta dukungan sistem kampus.
Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran harus dilakukan secara holistik

dengan melibatkan semua unsur, mulai dari institusi, dosen, mahasiswa, hingga

media kampus. Pendekatan yang be isipatif dan berkelanjutan akan jauh

lebih efektif dalam asiswa dibandingkan

sesaat.

Spildldszeln
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
memiliki peran strategis dan kompreheinsif dalam meningkatkan
kesadaran mahasiswa terhadap isu pelecehan seksual melalui kebijakan
institusional, edukasi, dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh PSGA,
Satgas PPKS, dan Unit Layanan Terpadui (ULT). Upaya ini diwujudkan
melalui  penerbitan Keputusan Rektor, seminar, kampanye, serta
pengintegrasian isu gender dalam proses pembelajaran.

2. Tantangan utama. terletak pada kurangnya implemeintasi dan sosialisasi
kebijakan. Meski reguilasi dan lembaga penanganan telah ada,
pemahaman mahasiswa masih rendah akibat minimnya informasi dan
keterlibatan civitas akademika. Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap isu
pelecehan seksuial dipeingaruhi  oleh “faktor struiktural, sosial, dan
personal. Secara struktural, rendahnya konsistensi kebijakan, keterbatasan
dana, dan kurangnya dukungan pimpinan menghambat efektivitas program
pencegahan. Secara sosial, stigma negatif terhadap korban, budaya
patriarki, serta kurangnya keberanian untuk melapor menjadi penghalang
utama dalam membanguin kesadaran dan partisipasi aktif mahasiswa.
Sedangkan secara personal, rasa malu, takut tidak dipercaya, dan

minimnya peimahaman teintang proseiduir peilaporan meimbuiat korban

78
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2.7.1 cenderung diam. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan perlunya
penguatan sosialisasi, pendidikan karakter, dan penyediaan sarana
pelaporan yang aman dan mudah diakses, termasuk penggunaan
media digital'sebagai kanal edukasi dan pengaduan.
5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Universitas perlu meningkatkan intesitas dan cakupan sosialisasi mengenai
isu pelecehan seksual melalui pendekatan yang lebih variatif seperti
pelatihan, diskusi terbuka, kampanye digital, dan integrasi materi kedalam
kurikulum wajib mahasiswa baru.

2. Perlu adanya penguatan sistem pelaporan dan pendampingan yang
transparan, . mudah = diakses, dan berpihak¢ pada korban, dengan
memperjelas prosedur, memperluas jangkauan unit layanan seperti PSGA,
serta melibatkan mahasiswa.dalam proses advokasi dan edukasi.

3. Lingkungan kampus harus mendorong budaya dialog yang terbuka, aman,
dan bebas stigma agar mahasiswa merasa nyaman untuk menyuarakan
pengalaman, melaporjika menjadi korban, serta berpartisipasi aktif dalam
menciptakan ruang akademik yang bebas dari kekerasan seksual.

4. Dosen dan tenaga kependidikan perlu diberikan pelatihan berkala agar
mampu mengenali, merespons, dan menjadi agen perubahan dalam

menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan berperspektif gender.
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No | Aspek yang | Indikator Peran . .
. Diamati UIN Ar-Ranify Hasil Observasi Keterangan
1. | Kebijakan Adanya UIN Ar-Raniry | Apakah
dan aturan/kebijakan | telah memiliki.| kebijakan sudah
Regulasi tertulis terkait Keputusan Rektor | disosialisasikan
pencegahan & (KR) tentang | & dijalankan
penanganan kekerasan seksual
pelecehan seksual | sejak 2021. Inisiasi
dimulai sejak 2019
melalui
keterlibatan dalam
forum nasional.
2. | Sosialisasi Pelaksanaan PSGA aktif | Tingkat
dan Edukasi | seminar, menyelenggarakan | partisipasi
workshop, atau sosialisasi - melalui | mahasiswa &
kuliah'umum seminar, = PBAK, | keberlanjutan
mengenai isu media sosial; serta‘| program
pelecehan seksual | kolaborasi kegiatan
mahasiswa.
Edukasi  dilakukan
ke mahasiswa,
dosen, dan tenaga
kependidikan.
3. | Tim etersediaan unit Telah terbentuk | Efektivitas tim
Penanganan | atauwsatgas khusus | Wnit ,Pepanganan | dalam
Kasus yang menangani___| dan Pelayanan | menerima &
laporan pelecehan | Kasus Kekerasan | menindaklanjuti
seksual Seksual (UPPKS) | laporan
di bawah PSGA.
Beberapa kasus
sudah  ditangani,
namun belum
semua sampai pada
keputusan akhir.
4. | Layanan Adanya fasilitas PSGA
Konseling konseling menyediakan
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psikologis &
pendampingan
bagi korban

layanan konseling
dan pendampingan

bagi korban.
Mahasiswa  dapat
datang  langsung

atau. melalui form
dan kontak.. yang
disediakan.

Tingkat
keterjangkauan
& kerahasiaan
layanan

Materi tentang Belum terintegrasi | Relevansi
Integrasi pelecehan secara menyeluruh | materi dengan
dalam seksual/etika dalam  kurikulum. | kebutuhan
Kurikulum | dimasukkan Beberapa  dosen | mahasiswa
dalam mata kuliah | menyisipkan nilai-
atau program nilai anti kekerasan
akademik seksual dalam
perkuliahan
melalui kontrak
belajar dan etika.
Budaya Sikap dosen, staf, | Masih ada | Observasi
Kampus dan mahasiswa kecenderungan lapangan terkait
terhadap isu menyalahkan budaya &
pelecehan seksual | korban, | terutama | lingkungan
(apakah terbuka, | perempuan. kampus
mendukung Namun, ada
korban, atau perubahan © positif
cenderung abai) dalam  Kkesadaran,
terutama
dibandingkan
dengan tahun-tahun
sebelumnya.
Kampanye | Kerja sama UIN UIN Ar-Raniry | Sejauh mana
& Ar-Raniry dengan | terlibat dalam | kolaborasi
Kolaborasi | LSM, lembaga forum nasional | memberi
pemerintah, atau | sejak 2019, bekerja | dampak nyata
organisasi sama dengan | di kampus
mahasiswa dalam | Komnas
kampanye anti Perempuan dan
kekerasan Kemenag. PSGA

juga berkolaborasi
dengan mahasiswa
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dan lembaga lain
untuk edukasi dan

kampanye.
Pemanfaatan | Penyebaran PSGA aktif | Konsistensi &
Media informasi melalui 4 menggunakan efektivitas
Kampus di sosial | media dalam
meningkatkan

llllllllllllllll
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Lembar Wawancara Dosen:

1.

Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang ke bijakan U niversitas Islam
Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, dalam menangani isu pelecehan se ksu al
di kampu s?

Sejauh mana Bapak/lbu merasa ke bijakan yang.ada di unive rsitas
su dah efektif dalam me mberikan perlindungan ke pada mahasiswa
te rkait pe le ce han se ksu al?

Apakah Bapak/lbu merasa mahasiswa cukup paham menge nai
ke bijakan dan prose du r yang ada te rkait pe le ce han se ksu al?

Menurut Bapak/lbu, apa tantangan utama yang dihadapi unive rsitas
dalam me ne rapkan ke bijakan te ntang pe‘le ce han seksual?

Bagaimana pe ran Bapak/Ibu' dalam me ningkatkan kesadaran mahasiswa
me nge nai isu’ pe le ce han se ksual?

Apakah ada program atau inisiatif yang Bapak/lbu lakukan di ke las
untu k mendidik mahasiswa te ntang pe ntingnya me nghargai hak orang
lain dan me nghindari pete ce‘han se ksu al?

Apakah Bapak/Ibu me rasa ‘ada stigma sosial te rkait pe le ce’han se ksual
di kalangan mahasiswa? Jika Iya, bagaimana cara me ngatasi hal
terse but?

Bagaimana Bapak/lbu menanggapi laporan atau keluhan vyang
be rhu bu ngan de ngan pelecehan seksual dari mahasiswa, jika ada?

Apa yang menurut Bapak/lbu perlu diperbaiki dalam ke bijakan

unive rsitas untu k me nangani isu pe le ce han se ksu al?
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10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara terbaik untuk melibatkan mahasiswa
dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari pelecehan

seksual?

Lembar Wawancara Mahasiswa/i:

1. Apakah saudara/i pernah mendengar tentang kebijakan universitas terkait
pencegahan dan penanganan pelecehan seksual? Jika ya, sejauh mana
saudara/i memahami kebijakan tersebut?

2. Menurut saudara/i, seberapa pentingkah isu pelecehan seksual untuk
dibahas di lingkungan kampus?

3. Apakah saudara/i merasa cukup aman dan nyaman di kampus dalam hal
perlindungan terhadap pelecehan seksual?

4. Apakah saudara/i. pernah menerima sosialisasi-atau informasi terkait isu
pelecehan seksual dari pihak universitas? Jika iya, bagaimana cara
penyampaian informasi tersebut?

5. Apakah saudara/i merasa ada cukup fasilitas atau prosedur yang jelas
untuk melaporkan pelecehan-seksual di kampus?

6. Menurut saudara/i, apa-yang menjadi hambatan utama bagi mahasiswa
untuk melaporkan pelecehan seksual di kampus?

7. Apakah saudara/i merasa stigma sosial atau rasa malu menjadi penghalang
bagi korban untuk melapor?

8. Dalam pandangan saudara/i, bagaimana seharusnya universitas
meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perlindungan dari

pelecehan seksual?
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9. Apakah saudara/i merasa ada perubahan sikap atau perilaku di kalangan
mahasiswa terkait penghormatan terhadap batasan sosial setelah

kampanye atau edukasi tentang pelecehan seksual?

10. Jika saudara/i atau tema enjadi korban pelecehan seksual di

g harus diambil? Apa

e
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi 1: Wawancara dengan Ketua PSGA

Dokuimeintasi 2: Wawancara deingan Dosein Fakuiltas Adab dan Huimaniora

Dokumentasi 3: Wawancara dengan Dosen Fa g Hukum Pidana
' P osaaes, ienmme N I
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Dokumentasi 4: Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Pidana dan Anggota

ULT

Dokumentasi 5: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi



Dokumentasi 4. \WWawancara dengan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah

_l

Dokumentasi 5: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Hukum & Syariah
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Dokumentasi 6: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas FISIP
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Dokumentasi 7: Wawancara dengan Mahasiswa Fakultas FISIP
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